STUDI PERBANDINGAN SANKSI ABORSI BUATAN/ 

SENGAJA (ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS) 

MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM

PIDANA ISLAM by NISAA, DIAN SOFIAYU & Farkhan,, M.Ag
 
 
 
 
i 
 
STUDI PERBANDINGAN SANKSI ABORSI BUATAN/ 
SENGAJA (ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS) 
MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM 
PIDANA ISLAM 
SKRIPSI 
Diajukan Kepada   
Fakultas Syari’ah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh 
Gelar Sarjana Syari’ah 
 
Oleh: 
DIAN SOFIAYU NISAA 
NIM. 152131032 
 
 
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH) 
FAKULTAS SYARI’AH 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA 
2019 
 
 
 
 
ii 
 
STUDI PERBANDINGAN SANKSI ABORSI BUATAN/ 
SENGAJA (ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS) 
MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM 
PIDANA ISLAM 
 
Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat 
 Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari’ah 
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam 
 
 
Disusun Oleh : 
DIAN SOFIAYU NISAA 
NIM. 152131032 
 
 
 
 
 
 
Surakarta, Juni 2018 
 
Disetujui dan disahkan oleh : 
Dosen pembimbing skripsi 
 
 
Dosen pembimbing skripsi 
Farkhan.M.Ag. 
NIP: 196403122000121001 
 
 
 
 
iii 
 
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
NAMA  : DIAN SOFIAYU NISAA  
NIM  : 152131032 
JURUSAN  : HUKUM PIDANA ISLAM 
Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul STUDI PERBANDINGAN 
SANKSI ABORSI BUATAN/ SENGAJA (ABORTUS PROVOCATUS 
CRIMINALIS) MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM 
PIDANA ISLAM 
Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti 
sebelumnya, Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan 
plagiasi, saya bersedia menerima sanksi pearturan yang berlaku. 
Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
Surakarta, 22 juni 2018 
 
 
DIAN SOFIAYU NISAA 
 
 
 
 
 
 
iv 
 
Farkhan,M.A.g 
Dosen Fakultas syari’ah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 
 
NOTA DINAS    Kepada yang terhormat 
Hal : Skripsi    Dekan Fakultas syari’ah 
Sdri : Dian Sofiayu Nisaa  Institut Agama Islam Negeri 
    (IAIN) Surakarta. 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan 
mengadakan perbaikan seperlunya,kami memutuskan bahwa skirpsi saudari Dian 
Sofiayu Nisaa NIM: 132131032 yang berjudul STUDI PERBANDINGAN 
SANKSI ABORSI BUATAN/ SENGAJA (ABORTUS PROVOCATUS 
CRIMINALIS) MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM 
PIDANA ISLAM 
Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar 
sarjana Syari’ah. Dalam bidang Hukum Pidana Islam. 
Oleh karena itu mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam 
waktu dekat. 
Demikian,atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
Surakarta,24 Juni 2018 
Dosen Pembimbing  
 
Farkhan,M.A.g 
NIP.196403122000121001 
 
 
 
 
v 
 
PENGESAHAN 
STUDI PERBANDINGAN SANKSI ABORSI BUATAN/ SENGAJA 
(ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS) MENURUT HUKUM PIDANA 
INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
 
Disusun Oleh: 
DIAN SOFIAYU NISAA 
NIM.152131032 
 
Telah dinyatakan lulus dalam Ujian Munaqasyah 
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (dibidang Hukum Pidana Islam) 
 
Penguji 1  Penguji 2  Penguji 3 
 
 
 
Siti Kasiyati,S.Ag.,M.Ag     Diana Zuhroh,S.Ag.,M.Ag.   Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag.,S.H., M.H. 
NIP.19720803 201411 2004     NIP.19740725 200801 2008          NIP.19750412 201411 1002 
 
Dekan Fakultas Syariah 
 
Dr. M. Usman, S. Ag., M.Ag. 
NIP.1968122719980310 
 
 
 
 
 
vi 
 
MOTTO 
 
             
39. dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 
yang telah diusahakannya, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vii 
 
PERSEMBAHAN  
Alhamdulilah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga 
kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala 
kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah 
menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi 
semangan dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan 
baik.kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu 
kehidupanku khususnya teruntuk: 
 Kedua orang tuaku yang telah membimbing, mengarahkan dan 
memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku 
 Bude dan pakde ku yang merawat dari kecil dan adiku serta seluruh 
keluarga terimakasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah SWT 
 Dosen-dosen yang telah mendidikku 
 Semua teman-teman seperjuangan dan angktan 2015 khususnya teman-
teman jurusan Hukum Pidana Islam. 
 Terimakasih untuk teman-teman dekatku atas doa dan semangatnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
viii 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
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ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A A 
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  َ   Kasrah I I 
  َ   Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
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Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. انّبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
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akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّمحمام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 نيملاعلا بر للهدمحلا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل الله نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Dian Sofiayu Nisa, NIM: 152131032, STUDI PERBANDINGAN SANKSI 
ABORSI BUATAN/ SENGAJA (ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS) 
MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA 
ISLAM 
Tindak Pidana Aborsi merupakan suatu masalah sosial didalam masyarakat, 
Diperkirakan setiap tahunnya di dunia terjadi 20 juta kasus Aborsi. Aborsi 
diasumsikan lebih banyak dilakukan hanya pada kasus-kasus kehamilan diluar 
nikah, perbuatan aborsi didalam KUHP dilarang begitu pula di dalam hukum pidana 
Islam. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan teknik 
pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan ( library research), bahan-bahan 
dan data-data diperoleh dari perpustakan dan metode yang digunakan adalah 
analisis dan komparatif yaitu menggambarkan tentang perbandingan sanksi Aborsi 
didalam KUHP dan Hukum Pidana Islam. 
Kesimpulan akhir dari skripsi ini yaitu penerapan sanksi peraturan pidana 
Aborsi yaitu di dalam KUHP pasal 299,346,347,348,349 dan didalam UU No. 36 
Tahun 2009 Pasal 75 ayat 1. Sedangkan didalam Hukum Pidana Islam aborsi 
dikenakan hukuman gurrah apabila tidak mampu membayarnya dapat diganti 
dengan kaffarah. 
Kata kunci: Sanksi Aborsi, Perbandingan, KUHP 
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ABSTRACT 
 
Dian Sofiayu Nisa, NIM: 152131032, THE STUDY COMPARATIVE OF 
(ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS) ABORTION SANCTIONS 
ACCORDING TO INDONESIAN CRIMINAL LAW AND ISLAMIC 
CRIMINAL LAW 
 Criminal Abortion is a social problem in the community, It is estimated 
that every year in the world there are 20 million cases of Abortion. Abortion is 
assumed to be carried out only in cases of extramarital pregnancies, the act of 
abortion in the Criminal Code was rejected as well as in Islamic law courts. 
 This research is a type of normative research with data collection 
techniques through library research (library materials), materials and data obtained 
from libraries and the methods used are analytical and comparative, namely 
research on research that encourages assistance to Abortion in the Criminal Code 
and Criminal Law Islam. 
 The final conclusion of this paper is the provisions of the Abortion 
legislation, namely in the Criminal Code article 299.346.347.348, 349 and in law 
No. 36 of 2009 article 75 paragraph 1. Meanwhile in Islamic Criminal Law abortion 
submits a request for gurrah so that it cannot be purchased using kaffarah. 
Keywords: Abortion Sanctions, Comparison, Criminal Code 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Penelitian 
Secara kodrati manusia itu diciptakan berpasang-pasangan,laki-laki 
dan perempuan.1 Penciptaan   manusia yang berpasangan-pasangan laki-laki 
dan perempuan membuat cenderung untuk melakukan hubungan biologis, 
guna untuk melahirkan keturunan yang akan meneruskan kelangsungan 
eksistensi umat manusia. Kehamilan bagi wanita atau sepasang suami istri 
biasanya memang didamba-dambakan dan merupakan berita bahagia, dan 
setelah bayinya lahir seharusnya orang tua menjaga merawat anaknya, tetapi 
banyak orang yang melakukan pengguguran kandungan atau biasa disebut 
dengan aborsi. 
Terlepas dari masalah ini, hukum aborsi itu sendiri memang wajib 
dipahami dengan baik oleh kaum muslimin, baik kalangan medis maupun 
masyarakat pada umumnya. Sebab bagi seorang muslim, hukum-hukum  
Islam merupakan standar bagi seluruh perbuatannya. Selain itu keterikatan 
dengan hukum-hukum Syariat Islam adalah kewajiban seorang muslim 
sebagai konsekuensi keimanannya terhadap Islam. Allah SWT berfirman : 
                                                          
1 Q.S. al-Hujurāt (49): 13. 
 
2 
 
 
 
                             
                       
36. dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) 
bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah 
menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) 
tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-
Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata. (QS Al Ahzab: 
36)2 
 
Aborsi sama saja dengan penghentian nyawa apabila telah 
ditiupkannya ruh dalam kandungannya. Dan Mengakhiri hidup manusia 
yang tidak berdosa dengan sadar berarti ia telah melakukan suatu perbuatan 
yang tidak bermoral dan asosial. Tidak semestinya membiarkan 
penghentian nyawa hidup seseorang. 
Aborsi adalah dilema khas perempuan karena hanya perempuan 
yang mempunyai sistem dan fungsi reproduksi yang memungkinkanya 
hamil, dan hanya perempuan yang dapat mengalami kehamilan yang tidak 
dikehendaki, sehingga perempuan dalam menghadapi kehamilan tidak 
dikehendaki akan selalu mencari cara untuk melakukan aborsi. Seringkali 
                                                          
2 QS Al Ahzab: 36 
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berakhir dengan menjadi korban dari prosedur aborsi yang tidak aman 
dengan akibat fatal ialah kematian atau cacat seumur hidup3 
Di Indonesia Frekuensi terjadinya aborsi sangat sulit dihitung secara 
akurat, karena aborsi buatan sangat sering terjadi tanpa dilaporkan – kecuali 
jika terjadi komplikasi, sehingga perlu perawatan di Rumah Sakit.  Akan 
tetapi, berdasarkan perkiraan dari BKBN, ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi 
yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Berarti ada 2.000.000 nyawa yang 
dibunuh setiap tahunnya secara keji tanpa banyak yang tahu4. Data-data 
statistik yang ada telah membuktikannya. WHO memperkirakan angka 
aborsi tidak aman (unsafe obortion) memang tergolong tinggi. Diperkirakan 
setiap tahun di dunia terjadi 20 juta aborsi tidak aman, 26% dari jumlah 
tersebut tergolong legal dan lebih dari 70.000 ribu kasus aborsi tidak aman 
di negara berkembang berakhir dengan kematian ibu.5 Tindakan aborsi 
bukanlah semata masalah medis atau kesehatan masyarakat, melainkan 
lebih pada problem sosial. 
Aborsi merupakan fakta yang menjadi problem serius masyarakat, 
aborsi memang merupakan isu yang kontroversial, khususnya bagi kalangan 
yang mengaitkan dengan nilai-nilai moral, demikian juga dengan sikap 
                                                          
3Saparinah Sadli, “Aborsi dan Dilema Perempuan”, dalam Maria Ulfah Anshor, 
Fikh Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, Jakarta: Kompas, 2006, 
hlm. 12.   
4 Dikutip dari  https://www.aborsi.org/statistik.htm diakses tanggal 9  november 2018.  
5 Nelly Yusra”Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam” jurnal perempuan Agama dan 
jender,vol 11 nomor 1,2012 hlm.20 
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undang-undang yang memandang aborsi sebagai suatu tindak pidana. Hal 
ini, disebabkan bahwa aborsi sering diasumsikan hanya pada kasus-kasus 
kehamilan diluar nikah. Praktek pengguguran kandungan sudah menjadi 
rahasia umum di ibukota negara, walaupun para pelaku abortus sebagian 
divonis hukuman, masih saja jatuh korban-korban janin tak berdosa. 
Temuan ini seharusnya juga segera ditindaklanjuti oleh pihak yang 
berwenang, khususnya dalam upaya menegakan hukum. Tidak hanya satu 
kasus selesai kemudian penyelidikan dan penyelidikan kasus-kasus serupa 
terhenti, karena kejahatan aborsi merupakan kejahatan terselubung, maka 
kejahatan seperti itu terus akan ada, sepanjang budaya yang dianut 
masyarakat masih mendukung, misalnya pergaulan bebas, free sex, dan 
sebagainya6 
Di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini, sangat 
disayangkan,  apabila ternyata praktik aborsi sangat signifikan. Gejala-
gejala sangat memprihatinkan yang menunjukkan bahwa pelaku aborsi 
jumlahnya juga cukup signifikan. Penelitian Faisal dan Ahmad (1997) 
menunjukkan bahwa meskipun aborsi dilarang di Indonesia namun praktek 
aborsi tergolong tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun.7 Utomo dalam 
penelitiannya di 10 kota besar dan enam Kabupaten di Indonesia justru 
                                                          
6 Nasarudin Umar, “Aborsi Dalam Perspektif Islam”, dalam Maria Ulfah Anshor, 
Fikih  Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, Jakarta: Kompas, 2006, 
hlm. 26.   
7 Paulinus Soge,”Hukum Aborsi;Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap           
Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia”,Yogyakarta,Atma Jaya Yogyakarta,2014, 
hlm.10 
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memperkirakan bahwa angka aborsi di Indonesia mencapai 2 juta kasus per 
tahun yang setara dengan tingkat aborsi 37 kasus dalam 1.000 kelahiran 
pertahun, atau 43% dari kelahiran hidup atau 30% dari kehamilan. Kajadian 
tersebut sebagian besar terkait dengan kehamilan yang tidak diinginkan dan 
tindak aborsi secara tidak aman. 
Aborsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dilarang untuk dilakukan. 
Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap 
nyawa, sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya 
dikenai hukuman yang berat bagi pelaku maupun yang membantu 
melangsungkan abortus. 
Masih terdapat perdebatan dan pertentangan mengenai undang-
undang yang ada sampai saat ini yang mengatur tentang aborsi. Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan 
Pemerintah maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya.. seperti 
halnya didalam KUHP dan hukum pidana islam pandangan dari kedua 
hukum tersebut mengenai tindak pidana aborsi tidak selalu sama dalam 
peraturannya menimbulkan pro dan kontra. Tindak pidana atas janin atau 
pengguguran kandungan terjadi apabila terdapat suatu perbuatan kejahatan 
yang mengakibatkan mati nya suatu janin atau terpisahnya janin dari 
ibunya8. Tetapi untuk masing-masing perbuatan dan akibatnya ada 
                                                          
8 Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, PT RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, 2004, hlm. 225. 
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hukumnya tersendiri dari kedua hukum tersebut, karena hukuman 
tergantung dengan perbuatan yang dilakukan. 
Secara hukum aborsi diatur dalam KUHP pasal 299,346,347,348 
dan pasal 349 dan UU kesehatan. Pada intinya pasal tersebut menyatakan 
bahwa tuntutan dikenakan bagi orang-orang yang melakukan tindakan 
aborsi ataupun orang-orang yang membantu melakukan aborsi baik secara 
langsung ataupun tidak langsung9 
Fokus dari penelitian ini adalah Abortus Provocatus Criminalis atau 
seperti yang dijelaskan diatas yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja 
dan bukan merupakan alasan medis dan melanggar hukum. 
Berdasarkan keterangan diatas mendorong penulis untuk membahas 
dan dana mengetahui lebih dalam dan luas  dengan mengadakan kajian 
dalam bentuk skripsi yang berjudul: “STUDI PERBANDINGAN SANKSI 
ABORSI BUATAN/ SENGAJA (ABORTUS PROVOCATUS 
CRIMINALIS) MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN 
HUKUM PIDANA ISLAM” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 
                                                          
9 Dewi Indraswati,”Fenomena kawin muda dan Aborsi:Gambaran kasus” dalam Hasyim, 
S,Menakar”Harga perempuan”, (Jakarta:Mizan,1999)hlm.132. 
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1.  Bagaimanakah sanksi pidana Aborsi Buatan/ Sengaja (Abortus 
Provocatus Criminalis) menurut Hukum Pidana Indonesia dan  Hukum 
Pidana Islam? 
2. Bagaimanakah Perbandingan Sanksi pidana Aborsi Buatan/ Sengaja 
(Abortus Provocatus Criminalis) menurut Hukum Pidana Indonesia dan  
Hukum Pidana Islam? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk menetapkan sanksi Aborsi Buatan/ Sengaja (Abortus Provocatus 
Criminalis) menurut Hukum Pidana Indonesia dan hukum pidana islam  
2. Dapat membedakan perbandingan  hukuman atau sanksi pelaku Aborsi 
Buatan/ Sengaja (Abortus Provocatus Criminalis) dalam hukum pidana 
Indonesia maupun dalam hukum pidana islam 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat 
yaitu: 
1. Manfaat Teoritis:  
Untuk mengetahui hukuman atau sanksi Aborsi Buatan/ Sengaja 
(Abortus Provocatus Criminalis)  dalam Hukum Pidana Indonesia atau 
didalam hukum pidana islam 
2. Manfaat Praktis : 
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan 
sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat 
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pada umumnya terkait dengan sanksi  pemidanaan terhadap pelaku 
tindak pidana aborsi sengaja dan dapat memberikan gambaran tentang 
apa yang dimaksud dengan aborsi. 
 
E. KERANGKA TEORI  
Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan 
abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya 
bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang 
dianggap relevan untuk penelitian10 
Secara teori dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka 
menjelaskan perbedaan yang terkait dengan abortus provocatus atau aborsi 
didalam dalam KUHP maupun dalam perspektif hukum islam. 
Hukum  tentang abortus provocatus itu terdapat dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebagai hukum 
pidana umum (Lex Generale), dan juga dalam Undang-Undang No. 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang No. 23 
Tahun 1992, dan berlaku sebagai hukum pidana khusus (Lex Speciale). 
Berikut ini adalah peraturan tentang abortus provocatus yang terdapat 
dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.Dalam Kitab Undang- 
Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran kandungan yang 
disengaja (abortus provocatus) diatur dalam Buku kedua Bab XIV tentang 
                                                          
10 Soerjono,soekanto,1986,Pengantar Penelitian hukum,UI Press,Jakarta.hlm.123 
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Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 299,dan Bab XIX Pasal 346 sampai 
dengan Pasal 349, dan digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa.  
Dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas dapat diuraikan unsur-
unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:  
1. Seorang wanita hamil yang sengaja melakukan abortus atau ia 
menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara.  
2. Seseorang yang sengaja melakukan abortus terhadap ibu hamil,dengan 
tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukumanpenjara 12 
tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati, diancam 15tahun penjara.  
3. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5,5 tahun 
penjara dan bila ibu hamilnya mati diancam hukuman 7tahun penjara.  
4. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan abortus tersebut 
seorang dokter, bidan atau juru obat (tenaga kesehatan)ancaman 
hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktek dapat 
dicabut.  
Dari ketentuan Pasal 346-349 KUHP dapat diketahui, bahwa aborsi 
menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia 
yang terdapat dalam KUHP adalah tindakan menggugurkan atau mematikan 
kandungan yang dilakukan oleh seorang wanita atau orang yang disuruh 
melakukan itu. Wanita dalam hal ini adalah wanita hamil yang atas 
kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan tindakan 
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yang menurut KUHP dapat disuruh lakukan untuk itu adalah dokter, bidan 
atau juru obat.11 
Di Indonesia setidaknya terdapat dua produk Undang-Undang yang 
mengatur tentang Aborsi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
Disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
yang menggantikan undang-undang kesehatan sebelumnya yaitu Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1992, maka permasalahan aborsi memperoleh 
legitimasi dan penegasan. Undang-undang kesehatan tersebut dengan jelas 
melarang aborsi kecuali indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat 
perkosaan yang menyebabkan trauma pada korban, yang juga ditetapkan 
tentang kehamilan yang boleh di aborsi, sekaligus syarat-syarat yang harus 
dipenuhi, bagi yang tidak di memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 75 dan 
76 Undang-Undang Kesehatan maka dikenakan sanksi yang berat. 
Aborsi dilihat dari pespektif hukum Islam Umat Islam percaya 
bahwa Al-Qur‟an adalah undang-undang paling utama bagi kehidupan 
manusia. Hal ini telah diperjelas dalam firman Allah dalam surat An-Nahl 
ayat 89 : 
                                                          
11 R.Soesilo,kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Politea,bogor,1991 
 
11 
 
 
 
                          
                     
     
 
89.“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-
tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami 
datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. 
Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur‟an) untuk menjelaskan 
segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-
orang yang berserah diri”(QS.An-Nahl:89)12 
 
Dengan difirmankannya surat tersebut, maka jelaslah bahwa ayat-
ayat yang terkandung di dalamnya Al-Qur‟an mengajarkan semua umat 
yang telah mengendalikan perbuatan manusia. Tidak ada satupun ayat di 
dalam Al-Qur‟an yang menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan oleh 
umat muslim. Sebaliknya, banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa 
janin dalam kandungan yang sangat mulia dan menggugurkannya adalah 
dosa besar karena termasuk penghentian nyawa. 
                                                          
12 QS.An-nahl :89 
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 ِنَْطب ِيف ُُهقْلَخ ُعَمُْجي ْمُكَدََحأ َِّنإ  َلْثِم ًَةَقلَع َِكلَذ ِيف ُنوَُكي َُّمث اًمْوَي َنيَِعبَْرأ ِه ُِّمأ
 َحو ُّرلا ِهِيف ُُخفَْنَيف َُكلَمْلا ُلَسُْري َُّمث َِكلَذ َلْثِم ًةَغْضُم َِكلَذ ِيف ُنوَُكي َُّمث َِكلَذ
  ِيقَشَو ِِهلَمَعَو ِِهلََجأَو ِِهقْزِر ِبْتَكِب ٍتاَِملَك َِعبَْرِأب ُرَمُْؤيَو   ديِعَس َْوأ  
“Sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya 
di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh 
hari kedua, terbentuklah segumpal darah beku. Ketika genap empat puluh 
hari ketiga , berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah 
mengutus malaikat untuk meniupkan roh, serta memerintahkan untuk 
menulis empat perkara, yaitu penentuan rizki, waktu kematian, amal, serta 
nasibnya, baik yang celaka, maupun yang bahagia” (HR. al-Bukhari dan 
Muslim hadits no.4781) 
 
 Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kesucian 
kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah ayat dalam al-Quran yang 
menjelaskan hal tersebut. Ketentuan-ketentuan ini dapat kita lihat dalam al-
Quran, antara lain: 
                          
                           
                           
         
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32. “Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang 
itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka 
bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan 
Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-
olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS. al-
Maidah:32) 
 
                         
         
31. dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. 
kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. 
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.(al-
israa:31) 
 
 
                            
                           
33. dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan 
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Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah 
memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris 
itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang 
yang mendapat pertolongan. 
 
Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qisas membunuh 
orang murtad, rajam dan sebagainya. Maksudnya: kekuasaan di sini ialah 
hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut qis}a>s} atau 
menerima diat. qis}a>s} ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu 
tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris 
yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. 
pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak 
yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan 
baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si 
korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang 
bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, 
Maka terhadapnya di dunia diambil qis}a>s} dan di akhirat Dia mendapat siksa 
yang pedih. diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak 
pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan. 
Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Islam memberikan landasan hukum 
yang jelas bahwa kehidupan manusia itu suci sehingga harus dipelihara dan 
tidak boleh dihancurkan (diakhiri) kecuali dilakukan karena suatu sebab 
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atau alasan yang benar, seperti dalam eksekusi hukuman mati, dalam perang 
atau dalam pembelaan diri yang dibenarkan oleh syariat. 
Aborsi telah mendapat perhatian cukup serius. Laragan aborsi 
setelah empat bulan telah disepakati para ahli fiqh. Lebih 120 hari usia 
kehamilan diyakini oleh mereka telah terjadinya kehidupan manusia secara 
penuh,karena pada saat itu roh telah ditiupkan kedalamnya dan jika 
melakukan aborsi pada saat janin memasuki bulan ke empat hukumnya 
haram dan merupakan suatu tindak pidana terhadap makhluk yang nyata 
wujudnya dan dikenaik hukuman berupa diyat. 
Adapun unsur-unsur jarimah aborsi yaitu: 
a. Ada nas yang jelas melarang 
b. Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah baik berupa 
perbuatan nyata berbuat sesuatu yang tidak di perintahkan syara’. 
c. Pelaku jarimah 
F. TINJAUAN PUSTAKA 
Zaini Asyhadie, meneliti tentang aborsi akibat pemerkosaan ditinjau 
dari hukum Islam, KUHP, dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang 
Kesehatan. Hasil dari penelitiannya ialah bahwa menurut hukum Islam 
apapun alasannya, praktik aborsi dilarang. Karena sama saja dengan 
membunuh manusia. Namun, jika aborsi dilakukan untuk menyelamatkan 
ibu, maka diperbolehkan. Solusi hukum terhadap kehamilan yang tidak 
diinginkan akibat pemerkosaan adalah tetap mempertahankan janin jika 
keadaan ibu normal atau sehat dan meyakinkan untuk mengandung 
janinnya. Namun, jika kehamilan tersebut mengancam keselamatan jiwa 
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ibu, maka aborsi dapat dilakukan. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 
2009 tentang Kesehatan, praktik aborsi diperbolehkan sebagai upaya  untuk 
menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya dalam keadaan darurat. 
Praktik aborsi selain alasan tersebut sangat dilarang dan bertentangan 
dengan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana13 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh  Tri Wuryani, Alumnus 
Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang 
berjudul Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum 
Tindak Pidana Aborsi. Skripsi ini membehas tentang analisis pendapat 
Yusuf Al-Qardhawi tentang tindak pidana aborsi Mengenai hukum 
melakukan aborsi Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa pada dasarnya 
melakukan aborsi merupakan suatu tindak kejahatan dan hukumnya haram 
atau tidak diperbolehkan, karena itu disebut juga pembunuhan terhadap 
cikal bakal kehidupan. Dan orang yang melakukan tindak kejahatan aborsi 
ini bisa dikenai hukuman, membayar girrah atau kafarat yaitu 
memerdekakan seorang budak, jika tidak mampu melakukan itu maka 
berpuasa selama dua bulan berturut-turut itu jika melakukan aborsinya 
karena tidak ada udzur apapun dan jika dilakukan sebelum ruh ditiupkan 
yaitu sebelum kehamilan berusia 40 hari. Hasil analisis ini bisa menguatkan 
                                                          
13 Zaeni Asyhadie, Aborsi Akibat Pemerkosaan ditinjau dari Hukum Islam, KUHP, dan 
Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan”.thesis,2012. 
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dengan adanya kaitannya tindak pidana aborsi dengan hukum pidana positif 
di Indonesia.14 
  
Irma Riyani, meneliti tentang menimbang kembali hukum aborsi 
pada kasus kehamilan akibat perkosaan Penelitian tersebut merupakan 
Jurnal Studi Agama dan Masyarakat STAIN Palangka Raya. Hasil dari 
penelitiannya ialah bahwa dalam hukum Islam, aborsi telah menjadi 
perdebatan yang panjang karena menyangkut persoalan hak hidup 
seseorang. Pelarangan melakukan aborsi didasari alasan bahwa apapun 
yang menyebabkan terjadinya kehamilan, janin tidak bersalah dan punya 
hak untuk hidup. Kebanyakan para ulama Islam bersepakat bahwa aborsi 
dilarang setelah janin tersebut diberi nyawa. Namun, para ulama berbeda 
pendapat tentang kapan janin tersebut diberi nyawa. Sebagian menyatakan 
bahwa janin diberi nyawa pada tahap awal kehamilan, yaitu 40 hari usia 
kehamilan, dan sebagian lain menyatakan pada bulan keempat kehamilan, 
yaitu saat usia 120 hari. Namun demikian, dalam kasus perkosaan 
pertimbangan melakukan aborsi tidak hanya didasari pada apakah janin 
tersebut telah diberi nyawa atau tidak, tetapi juga pada kondisi perempuan 
yang mengandung janin tersebut, yang hidupnya lebih mendapat prioritas 
daripada janinnya. Apabila aborsi lebih dibutuhkan oleh sang ibu, tentunya 
                                                          
14 Tri Wuryani, Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Tindak Pidana 
Aborsi,Skripsi tidak diterbitkan, jurusan syariah UIN Walisongo. 
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dengan alasan yang benar, maka dengan pertimbangan irtikab akhfah al-
ḍararain, aborsi seharusnya diperbolehkan.15 
Dwi Wahyuni meneliti dalam skripsinya yang berjudul tentang 
aborsi dalam perspektif hukum islam (Analisis keputusan majlis 
muhammadiyah). Dalam skripsi tersebut mengulas tentang hukum aborsi 
menurut pandangan Majlis Tarjih Muhammdiyah, yaitu antara lain sebagai 
berikut: a. Abortus provokatus kriminalis hukumnya haram sejak terjadi 
pembuahan, b. Abortus Provokatus medicinalis dapat dibenarkan dengan 
alasan darurat yakni adanya kekhawatiran keselamatan atau kesehatan ibu 
waktu mengandung dan melahirkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan 
pihak-pihak tertentu seperti dokter kandungan,psikiater.16 
Abdul Malik Ghozali, meneliti tentang aborsi antara hukum dan 
dilema perempuan, studi atas pemahaman ayat al-Qur’ān dan Hadis Nabi 
tentang proses penciptaan. Penelitian tersebut merupakan Jurnal 
Pengembangan Masyarakat Islam Lembaga Pengabdian Kepada 
Masyarakat (LPM) IAIN Raden Intan Bandar Lampung. Penelitian tersebut 
juga membahas mengenai hukum aborsi secara umum, yang ditinjau dari 
                                                          
15 Irma Riyani, “Menimbang Kembali Hukum Aborsi Pada Kasus Kehamilan Akibat 
Perkosaan”,Jurnal Studi Agama dan Masyarakat,Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, Vol. 2/No. 
2, 2005 
 
16 . Dwi wahyuni,”Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis keputusan majlis 
muhammadiyah),skripsi tidak diterbitkan,jurusan syariah IAIN Surakarta 
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studi pemahaman ayat al-Qur’ān dan Hadis Nabi tentang proses penciptaan. 
Disimpulkan bahwa perlunya reaktualisasi fikih aborsi dan revisi undang-
undang yang mengatur masalah aborsi.17  
Yang membedakan antara penelitian yang saya lakukan adalah 
penelitian yang dilakukan menjelaskan dan mendiskripsikan bukan hanya 
aborsi bayi catat namun bayi dalam kondisi sehat yang disengaja melakukan 
pengguguran atau abortus , dan menjelaskan tentang sanksi-sanksi yang 
diperoleh dari hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia. 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : penelitian 
kualitatif literer dengan menggunakan pendekatan secara normatif 
2. Sumber Data 
Penelitian ini berbasis kepada kepustakaan yakni berupa data primer  
yaitu Al-Qur’an dan Hadits untuk  sumber hukum pidana Islam sedangkan 
hukum pidana indonesia yaitu KUHP, dan untuk data sekunder yaitu  
buku-buku atau kitab-kitab semua publikasi tentang hukum,fikih,jurnal 
hukum  dan tersier yaitu publikasi tentang hukum meliputi kamus-kamus 
hukum. 
                                                          
17 Abdul Malik Ghozali, “Aborsi antara Hukum dan Dilema Perempuan”, Jurnal 
Pengembangan Masyarakat Islam,Lampung: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) 
IAIN Raden Intan Bandar Lampung, Vol. 28/No. 1-2, 2010. 
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3. Teknik Pengumpulan data 
Tekhik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dari data-data  
sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana yang diteliti. 
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data mengunakan Deskriptif,  Analisis dan komparatif yaitu 
penelitian ini menggambarkan tentang studi komparasi hukum islam dan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang aborsi sebelum akhirnya 
akan mendiskripsikan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam 
penelitian yaitu mengenai persamaan dan perbedaan tentang komparasi 
hukum aborsi 
 
H. Sistematika Penulisan  
Agar Penulisan ini lebih sistematik dan terarah maka penulis membagi 
Penelitian ini kedalam lima Bab, :  
Bab 1, merupakan Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang 
Permasalahan, Rumusan Masalah , Tujuan Penelitian, Manfaat 
Penelitian,kerangka teori, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan 
Sistematika penulisan. Bagian ini merupakan arahan dan acuhan kerangka 
penelitian. 
Bab 2, landasan teori yang meguraikan tentang tinjauan umum 
tentang aborsi yang meliputi  pengertian tindak pidana,pengertian Aborsi, 
macam-macam aborsi,metode aborsi dan alasan-alasan aborsi. 
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Bab 3, berupa gambaran umum tentang sanksi aborsi yang meliputi 
sanksi aborsi dari Hukum Pidana Indonesia yang mencakup tentang pasal-
pasal yang mengatur tentang aborsi,dan sanksi aborsi dilihat dari hukum 
islam. 
Bab 4 dalam bab ini merupakan inti dari skripsi yang mana akan 
menjawab pokok masalah dalam penelitian ini,yaitu membahas tentang 
studi komparasi Aborsi menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum 
Pidana Islam. 
Bab 5 membahas tentang penutup yang berisikan kesimpulan yanag 
merupakan ringkasan singkat data jawaban dari rumusan masalah dan ada 
juga saran dan juga daftar pustaka 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
1. Teori Tindak pidana Aborsi 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, 
Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik 
adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”1  
Sedang menurut moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan 
suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau 
pengertian  terhadap istilah hukum, Pembahasan hukum pidana dimaksud 
untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atau delik, sedangkan 
pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana 
serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. 
Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (strafbaarfeit) 
memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut: 
1. Suatu perbuatan manusia. 
2. Perbuatan tersebut melawan hukum. 
3. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-
Undang. 
                                                          
1 Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T.Rineka Cipta, 2007, 
hlm 92. 
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4. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan/ 
Sebuah tindak pidana dapat dijatuhi pidana apabila telah memenuhi tiga 
unsur perbuatan pidana, yaitu; 
1. perbuatan, 
2.  unsur melawan hukum obyektif, dan 
3. unsur melawan hukum subyektif. 
 
Tiga unsur perbuatan pidana dan dengan hal ini dapat dijatuhi pidana. 
Unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan dalam penjelasan berikut : 
Unsur perbuatan terpenuhi dengan adanya tindakan dari pelaku  yang 
melakukan aborsi terhadap kandungan , dengan persetujuan pelaku, dalam 
hal ini pelaku juga melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja 
menggugurkan kandungannya dengan meminta bantuan 
Unsur melawan hukum obyektif juga telah terpenuhi. Karena tindakan 
pelaku (1) dan pelaku (2) telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang 
tercantum dalam pasal 346 dan 348 KUHP, yaitu “sengaja”, “dengan 
persetujuan”, dan “menggugurkan kandungan”. “Sengaja” dibuktikan 
dalam perbuatan tersebut dengan adanya permintaan dari pelaku (2) kepada 
pelaku (1) untuk menggugurkan kandungannya sendiri. “dengan 
persetujuan” dibuktikan dengan adanya persetujuan antara pelaku (1) dan 
pelaku (2) untuk menggurkan kandungan pelaku (2). “menggugurkan 
kandungan” maksudnya mematikan janin dalam kandungan, yang 
 
24 
 
 
 
merupakan delik materiil. Dalam hal ini diperlukan adanya akibat, bukan 
hanya perbuatan. Dalam kasus ini terdapat tindak pidana aborsi yang 
mengakibatkan kematian bagi janin dalam kandungan.  
Unsur ketiga, yaitu unsur melawan hukum subjektif, dalam hal ini, yaitu 
pertanggungjawaban dan kesalahan. Pertanggungjawaban maksudnya 
adalah kemampuan para pelaku untuk bertanggungjawab. . Maka dengan 
demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi menjadi suatu tindak pidana. 
  
a. Pengertian Aborsi 
Aborsi diserap dari bahasa inggris yaitu abortion yang berasal dari 
latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Namun aborsi 
dalam literatur fikih  berasal dari  bahasa Arab al-ijhadh, merupakan 
masdhar dari ajhadha atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan isqa>t} 
al-haml, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara 
paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa 
disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum 
waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fikih tidak 
keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (isqa>t}), 
membuang (tharh), melempar (ilqaa>’) dan melahirkan dalam keadaan mati 
(imlaash).2 
                                                          
2 Maria ulfah anshor,”fikih aborsi,wacana penguatan Hak Reproduksi perempuan”, 
jakarta: kompas,2006.hlm.32. 
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Sementara dalam bahasa Indonesia sendiri makna aborsi 
menunjukkan suatu pengertian pengakhiran kehamilan sebelum masa 28 
minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram. Dalam pengertian 
lain yang dapat dilihat dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) aborsi 
adalah terpencarnya embrio yang tidak  mungkin lagi hidup sebelum habis 
bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran 
janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan. 
Sedangkan definisi aborsi menurut kedokteran terlihat adanya 
keseragaman pendapat meskipun dengan tuturan bahasa yang  berbeda, 
diantaranya aborsi dilakukan dengan membatasi usia maksimal kehamilan 
sekitar 20 minggu atau sebelum janin mampu hidup diluar kandungan. 
Lebih dari usia tersebut tidak tergolong aborsi ,tetapi disebut infantisida 
atau pembunuhan kandungan. Hal tersebut sebagaimana dikatakan 
Dr.Gulardi : “Aborsi ialah terhentinya (mati) dan dikeluarkannya 
kehamilan sebeum 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin 
kurang dari 500 gram atau oanjang janin kurang dari 25 cm. Pada 
umumnya abortus terjadi sebelum kehamilan tiga bulan”3 
Pengertian aborsi masih dalam perspektif medis yang diambil dari 
definisi Institute For Social Studies and Action yang mempunyai 
konsentrasi pada Fact Abortion dalam Info Kit on Women’s Health 
mendefinisikan aborsi sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya 
                                                          
3 Gulari H.Wignjosastro, “masalah kehidupan dan perkembangan janin. Makalah 
semiloka aborsi dari perspektif fikih kontemporer”,jakarta:PP.fatayat Nu dan Foundation,2001 
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tekur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus) sebelum usia janin 
mencapai 20 minggu.4 
Pengertian aborsi menurut kedokteran tersebut berbeda dengan ahli 
fikih,karena tidak menetapkan usia maksimal, baik pengguguran kandungan 
dilakukan dalam usia kehamilan nol minggu, 20 minggu maupun lebih dari 
itu dianggap sama sebagai aborsi. Pengertian aborsi menurut ahli fikih 
seperti dijelaskan oleh Ibrahim Al-Nakhai: “Aborsi adalah pengguguran 
janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna atau belum”. 
Begitu juga menurut Al-Ghazali. Aborsi adalah pelenyapan nyawa yang ada 
didalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi(al-ma>ujud al-
hashil)5. Jika tes urine ternyata hasilnya positif, itulah awal dari suatu 
kehidupan. Dan,jia dirusak, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana 
(jinayah), sebagaimana beliau mengatakan: 
“pengguguran setelah terjadi pembuahan adalah perbuatan jinayah, 
dikarenakan fase kehidupan janin tersebut bertingkat. Fase pertama adalah 
terpencarnya sperma kedalam vagina yang kemudian bertemu dengan ovum 
perepuan. Setelah terjadi konsepsi, berarti sudah mulai ada kehidupan dan 
jika dirusak, maka tergolong jinayah6 
b. Macam-Macam Aborsi 
                                                          
4 Ibid... 
5 Maksutnya adalah hasil pertemuan antara sperma dan ovum. 
6 Maria ulfah anshor,”fikih aborsi...,hlm.35. 
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 Dalam persepektif medis 
Dalam istilah medis aborsi terdiri dari dua macam yaitu aborsi 
spontan (abortus spontaneus) dan aborsi yang disengaja (abortus 
provocatus). Aborsi boleh jadi dilakukan dengan cara spontan atau 
dikeluarkan secara paksa. 
a) Aborsi Spontan (Abortus Spontaneus) 
Aborsi spontan (Abortus Spontaneus) ialah aborsi yang terjadi 
secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab 
tertentu, seperti penyakit, virus toxoplasma,anemia, dan 
sebagainyamaupun karena kecelakaan. Dalam istilah fikih 
disebut al-isqath al-afwu yang berarti aborsi yang dimaafkan. 
Pengguguram yang terjadi seperti ini tidak memiliki akibat 
hukum apapun.7 
Aborsi spontan dalam ilmu kedokteraan dibagi lagi menjadi: 
(1) Abortus Imminens yaitu adanya gejala-gejala yang 
mengancam akan terjadi aborsi. Dalam hal demikian kadang-
kadang kehamilan masih dapat diselamatkan. 
(2) Abortus Incipiens artinya terdapat gejala akan terjadinya 
aborsi, namun buah kehamilan masih berada didalam rahim. 
                                                          
7 Ibid.,hlm.36 
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Dalam hal demikian kehamilan tidak dapat di pertahankan 
lagi.  
(3) Abortus Incompletus,apabila sebagian dari buah kehamilan 
sudah keluar dan sisanya masih berada dalam rahim. 
Pendarahan yang terjadi biasanya cukup banyak, namun tidak 
fatal, untu pengobatan perlu dilakukan pengosongan rahim 
secepatnya. 
(4) Abortus Completus, yaitu pengeluaran keseluruhan buah 
kehamilan dari rahim. Keadaan demikian biasanya tidak 
memerlukan pengobatan. 
 
b).  Aborsi yang disengaja (Abortus provocatus) 
Sedangkan aborsi yang disengaja (abortus provocatus) ialah aborsi 
yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu, dalam istilah fikih 
disebut al-isqath al-dharury atau al-isqath al-‘ilajiy. Aborsi jenis ini 
memiliki konsekuensi hukumyang jenis hukumannya tergantung pada 
faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Aborsi jenis ini mencakup dua 
varian yaitu :8 
1) Abortion artificialis therapicus adalah sejenis aborsi yang 
penggugurannya dilakukan oleh tenaga medis. Biasanya aborsi jenis ini 
dilakukan dengan mengekuarkan janin dari rahim meskipun jauh dari masa 
                                                          
8 Ibid..,hlm.37. 
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kelahirannya. Aborsi jenis ini dilakukan sebagai tindakan penyelamatan 
jiwa seorang ibu setelah pemeriksaan secara medis karena jika 
kehamilannya dipertahankan akan membahayakan dan mengancam 
kesehatan atau keselamatan nyawa dari ibunya. 
2) Abortus Provocatus Criminalis merupakan sejenis aborsi yang 
dilakukan tanpa ada penyebab dari tindakan medis atau dengan kata lain 
bukan disebabkan persoalan kesehatan medis, tetapi biasanya lebih 
disebabkan beberapa faktor diantaranya karena ekonomi. Tindakan aborsi 
jenis inilah yang kemudian terkait dan dikaitkan dengan tindakan yang 
bertentangan dengan hukum dan etika. 
 
 Dalam perspektif Hukum Islam 
Aborsi dapat digolongkan menjadi lima macam diantaranya:9 
a) Aborsi Spontan  
Aborsi spontan ,artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya 
pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya.kebanyakan abori 
spontan disebabkan oleh infeksi,kelainan rahim serta kelainan 
hormon.kelainan bibit atau kromosom tidak memungkinkan mudgah 
untuk tumbuh normal,kalaupun kehamilan berlangsung,maka janin akan 
lahir dengan cacat bawaan. 
 
                                                          
9 Ibid...,hlm38 
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b) Aborsi karena darurat atau pengobatan 
Aborsi karena darurat atau pengobatan, misalnya aborsi dilakukan 
karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya 
dilanjutkan. Dalam hal ini yang dianggap lebih ringan resikonya adalah 
mengorbankan janin,sehingga aborsi jenis ini menurut agama 
dibolehkn.kaidah fikih yang mendukung adalah :”yang lebih ringan 
diantara dua bahaya bisa dilakukan dengan menghindari resiko yang 
lebih membahayakan” 
c) Aborsi karena khilaf atau tidak sengaja 
Aborsi dilakukan karena khilaf atau tidak sengaja, misalnya seorang 
petugas kepolisian tengah memburu pelaku tindak kriminal di suatu 
tempat yang ramai pengunjung, karena takut kehilangan jejak, polisi 
berusaha menembak penjahat tersebut, tetapi  pelurunya nyasar ke tuuh 
ibu hamil sehingga menyebabkan keguguran. Hal serupa bisa juga 
terjadi, ketika seorang polisi hendak memperkarakan tindakan kriminal 
yang dilakukan oleh seseorang yang tengah hamil,karena ia takut,stres 
berat dan jiwanya guncang hingga mengakibatkan keguguran. Tindakan 
polisi tersebut tergolong tindak sengaja  
d) Aborsi yang menyerupai kesengajaan  
Aborsi ini dilakukan dengan cara menyerupai kesengajaan, misalnya 
seorang suami menyerang istrinya yang tengah hamil muda sehingga 
mengakibatkan ia keguguran, dikatakan menyerupai kesengajaan 
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karena memang ditujukan langsung pada janin, tetapi pada ibunya. 
Kemudian akibat serangan tersebut, janin terlepas dari tubuh ibunya 
atau keguguran. Menurut fikih, pihak penyerang harus diberi hukuman, 
dan hukumannya semakin berat jika janin keluar dari perut ibunya 
sempat memberikan tanda-tanda kehidupan misalnya bergerak-gerak. 
Kasus seperti ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, dimana dua 
orang perempuan dari Bani Huzail berduel saling melempar batu, yang 
seorang memukul lawannya dengan batu sampai mati beserta anak yang 
dikandungnya. Maka pergilah mereka itu mengadukan perkaranya 
kepada Rasul-Allah. Maka Rasul-Allah menghukum demikian. Oleh 
karena kandungannya itu mati,maka pelaku didenda memperdekakan 
hamba sahaya,dan oleh karena perempuan yang dipukulnya itu mati 
pula, makan pesakitan didenda seratus ekor unta yang harus di bayar 
oleh penguasanya, karena pelanggran “syabah “amad” serupa sengaja.10 
e) Aborsi dilakukan secara sengaja dan terencana  
Misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud agar 
kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain 
(dokter,dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandugannya. 
Aborsi senjenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dihukum pidana 
(jinayat) karena melakukan pelanggaran terhadap hak anak manusia. 
                                                          
10 Bakri,H M K, hukum pidana dalam islam,(semarang:ramadhan sala)hlm.66 
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Sanksinya adalah hukuman sepadan sesuai kerugian seperti nyawa 
dibayar nyawa (qis}a>s}), karena ia secara sengaja dan terencana 
melenyapkan nyawa anak manusia. 
c. Metode Aborsi 
Metode yang digunakan dalam menggugurkan kandungan di negara 
berkembang sangat beragam dan bervariasi, dari teknik yang digunakan 
para dukun bayi, tetangga yang menolong atau wanita hamil itu sendiri. 
Untuk memperjelas dan memudahkan bagi penulis tentang metode yang 
digunakan, maka penulis memilahkannya menjadi dua tinjauan yaitu 
tinjauan medis yang digunakan oleh para dokter dan petugas kesehatan dan 
tinjauan non medis yang digunakan oleh selain dokter.11 
1.  Tinjauan Medis  
a. Metode yang paling sering digunakan oleh para dokter atau petugas 
kesehatan adalah metode pengeluaran dengan menggunakan alat 
terutama Dilatasi dan Kuretasi (D dan K), metode ini dapat meliputi 
pelebaran saluran leher rahim yang memungkinkan masuknya  
peralatan bedah guna mengeluarkan isi kandungan. Kuretase adalah 
bedah secara progesif yang kemudian digantikan oleh kuretase 
penghisapan yang salah satu diantaranya adalah indikasi 
haid.Walaupun pengeluaran dengan alat khusus, indikasi haid 
terutama digunakan oleh para dokter namun pada kenyataannya 
                                                          
11 Nur Fatimah, “Aborsi terhadap Janin Cacat” Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah 
IAIN Surakarta, Surakarta 2001, hlm. 10   
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hampir semua wilayah menggunakannya, hal tersebut juga 
dilakukan oleh para petugas kesehatan yang lain hampir di seluruh 
sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena upaya itu dianggap 
sebagai metode aborsi yang paling aman jika dilakukan oleh petugas 
yang terampil dan berpengalaman pada trimester pertama dari usia 
kehamilan.12 
b. Aspirasi Vakum, Dalam metode ini sebuah tabung plastik kecil yang 
dipasangkan pada pompa vakum dimasukkan ke dalam uterus untuk 
menghisap isinya. Ini bisa dilakukan dengan anestesi lokal atau 
umum praktis tanpa rasa nyeri dan sangat aman. Metode ini hanya 
dilakukan untuk kehamilan sampai dua belas minggu.  
c. Dilatasi dan Evakuasi (D dan E). Cara ini kadang digunakan sebagai 
pendahuluan untuk aspirasi vakum atau digunakan secara tersendiri. 
Dalam prosesnya serviks dibuka dengan perlahan (didilatasi) dan 
kemudian uterus dikosongkan dengan cunam spon. Teknik ini 
dilakukan untuk kehamilan berusia 7-16 minggu dan dalam tangan 
yang terampil bisa untuk kehamilan berusia sampai 12 minggu. Ada 
sedikit resiko kemungkinan rusaknya serviks. 
d. Histeromi yaitu suatu metode pembedahan yang memerlukan 
perawatan di rumah sakit beberapa hari. Metode ini pada dasarnya 
adalah bedah besar yang dilakukan sebelum janin dapat hidup di luar 
janin.30 Metode histeromi ini sekarang sudah tidak terlalu 
                                                          
12 Ibid..,   
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digunakan karena metode tersebut sering menimbulkan resiko dan 
komplikasi kematian yang tinggi. Menurut bahasa kita metode 
histeromi adalah metode operasi. 13 
2. Tinjauan Non Medis  
Abortus dengan tinjauan non medis ini banyak sekali caranya 
diantaranya:  
a. Dengan menggunakan atau memasukkan larutan garam atau 
prostaglandin untuk merangsang kontraksi rahim. Sejak dimulai 
sampai selesai pada umumnya membutuhkan waktu tiga puluh enam 
jam sampai tujuh puluh dua jam, gejalanya muntah-muntah, diare 
berat sebagai akibat dari iritasi prostaglandin.Pemasukan cairan ke 
dalam uterus untuk menginduksi aborsi merupakan praktek umum 
yang dilakukan oleh kalangan pelaku. 
b. pelayanan aborsi yang tidak memenuhi persyaratan dan para wanita 
yang digunakan pun bervariasidan bermacam-macam jenisnya. 
Mulai dari air sabun sampai desinfektan rumah tangga yang 
dimasukkan melalui alat suntik maupun kantong semprotan.  
c. Metode lain yang sering digunakan adalah dengan memasukkan 
benda ke dalam rahim, bermacam-macam benda yang dapat 
dipergunakan untuk menggugurkan kandungan, misalnya di Ghana 
sering digunakan dua jenis kayu salah satu diantaranya ranting 
pohon comelina yang juga dimasukkan ke dalam rahim akan 
                                                          
13 Ibid..,  hlm.12 
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menghisap dan mengembang, membuka leher rahim dan 
menyebabkan abortus. Jenis lain berasal dari tanaman jatropha 
berperan sebagai benda asing yang menyebabkan aborsi. 
d. Praktek menggugurkan kandungan di negara-negara lain sangat 
berbeda dan bermacam-macam caranya, misalnya di Malaysia dijual 
pil yang dibuat dari timah oksida dan minyak zaitun. Di philipina 
menggunakan pisang dan daun kalachulchi untuk aborsi. Lain lagi 
di India dengan menggunakan jeruk, wortel yang dikeringkan 
kemudian dimasukkan ke dalam rongga rahim. 
 
d.Alasan Aborsi   
a. Aborsi dalam konteks kekerasan seksual 
Pengertian pelecehan seksual adalah sebuah perbuatan yang 
biasanya dilakukan pria dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang 
seksual, yang tidak disukai oleh sang perempuan sebab ia meras terhina, 
tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemmungkinan ia menerima akibat 
buruk lainnya. Pengertian lainnya dikemukakan oleh sanisturi, pelecehan 
seksual adalah semua tindakan seksual atau kecenderungan bertindak 
seksual yan bersifat intimidasi non fisik atau fisik yang dilakukan laku-laki 
atas kelompoknya terhadap perempuan. 
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Yang dimaksud dengan tindakan aborsi dalam konteks kekerasan 
seksual adalah penguguran kandungan sebagai akibat hamil karena inces 
(hubungan sedarah) ,perkosaan dan hubungan gelap.  
1) Aborsi dalam konteks hamil akibat inces 
Inces adalah kasus perkosaan yang dilakukan oleh kerabat 
dekat korban, seperti ayah,paman, dan saudara. 14 
2) Aborsi dalam konteks hamil akibat perkosaan. 
Tragedi kemanusiaan juga terjadi, termasuk seringnya 
terjadi kekrasan seksual dalam bentuk perkosaan terhadap 
perempuan, bahkan kadang-kadang dilakukan terhadap anak 
yang masih dibawah umur. Perkosaan dirumuskan secara 
hukkum sebagai suatu tindakan persetubuhan yang dilakukan 
oleh laki-laki terhadap seorang perempuan yang bukan istrinya 
dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.  
3) Aborsi dalam konteks hamil akibat hubungan gelap 
Hubugan gelap adalah hubungan antara laki-laki dan 
perempuan yang dilakukan dengan cara yang tidak sah menurut 
agama dan negara dan akibat dari hubungan yang tidak sah 
adalah hamil di luar nikah. Kehamilan yang dilakukan oleh 
perempuan yang belum bersuami, termasuk remaja , dipandang 
sebagai musibah, termasuk kehamilan yang tidakn 
                                                          
14 M  ikhsanudin, ”jika ulama mengkaji aborsi (Antara Muhammadiyah dan 
Nu)”Yogyakarta,2005 hlm.82 
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direncanakan. Akibatnya , timbul rasa malu yang biasanya 
memberi dorongan kuat untuk menyelesaikan masalah dengan 
cara pengguguran bayi. 
 
b. Aborsi dalam konteks medis  
Wanita yang menggugurkan kandungannya, baik secara legal 
maupun ilegal, disebabkan ia tidak ingin meneruskan kehamilannya sampai 
melahirkan dan membesarkan anak. Salah satu alasan yang melandasi hal 
tersebut adalah alasan kesehatan/medis. Dari sudut pandang petugas 
kesehatan, khususnya dokter,ada beberpa alasan yang dikemukakan untuk 
dapat melakukan aborsi, yakni indikasi medis dan indikasi sosio-medis. 
1) Hamil akibat kegagalan kontrasepsi 
Kontrasepsi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil untuk 
mencegah kemungkinn lahirnya keturunan. 
2) Hamil teralu muda atau terlalu lanjut usia 
Sampai sekarang perkawinan usia muda masih menjadi fenomena 
yang hidup dimasyarakat indonesia, khususnya di pedesaan baik 
dilakukan dengan cara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Di 
indonesia perkawinan usia muda masish besar jumlahnya.umur yang 
paling wajar untuk hamil dan melahirkan bayi ialah antara 18 hingga 35 
tahun.  
3) Terlalu sering melahirkan atau untuk menjaga jarak 
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Kehamilan yang terlalu dekat jaraknya membahayakan ibu karena 
kehamilannya membutuhkan banyak energi dan kekuatan tubuh 
perempuan. 
4) Janin terindikasi Cacat 
Setiap pasangan suami istri senantias mendambakan akan memiliki 
keturunan yang kuat sehat, dan baik kondisinya secara mental dan fisik. 
Dengan adanya kemajuan di bidang ilmu kedokteran , melalui 
pemeriksaan prenatal dengan memakai USG atau alat sejenisnya, kerap 
kali dapat dipastikan apakah janin itu memiliki cacat atau tidak, 
 
5) Hamil dalam keadaan sudah terlalu banyak anak  
Berapa jumlah anak yang dimiliki oleh setiap orang sangat 
tergantung dengan perspektif sosial-kultural dan wawasan dari orang 
tua.  
c. Aborsi dalam konteks sosial15 
Mayoritas ulama masih menyatakan bahwa aborsi hanya dibolehkan 
dengan alasan medis tertentu, yakni ketika kandungan itu membahayakan 
nyawa si ibu. Untuk alasan selain itu, masih jadi perdebatan kontroversial 
yang hampir tidak ada celah. Aborsi dalam konteks ini meliputi  
1) Hamil dalam keadaan kesulitan ekonomi 
                                                          
15 M  ikhsanudin, ”jika ulama mengkaji aborsi (Antara Muhammadiyah dan 
Nu)”Yogyakarta,2005 hlm.134 
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Salah satu persoalan serius di indonesia adalah meningkatnya 
jumlah keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan.  
2) Hamil tanpa dukungan keluarga  
Hamil atau proses reproduksi adalah tugas mulia dan berat. 
Perempuan yang sedang mengandung itu mengalami kondisi yang lemah 
dan berat, yang digambarkan sebagai beban wahnan ‘ala wahnin(berat 
bertambah berat). Ia membutuhkan orang-orang dekat terutama suami yang 
mampu menjaga, membantu ,merawat atau siaga.  
3) Larangan hamil kaena ada aturan di tempat kerja 
Ditengah persaingan antar pengusaha, untuk memaksimalkan 
keuntungan dan melayani konsumen dengan baik, para pengusaha 
terkadang mensyaratkan aturan tertentu kepada pegawainya. Salah satu 
persyaratan tersebut misalnya  selama dua tahun pertama bekerja, karyawati 
tidak boleh hamil.  
4) Ingin menyelesaikan seolah/ kuliahnya dulu  
Kehamilan merupakan tugas kodrati perempuan yang telah 
mencapai usia tertentu, yang keberadaannya tidak dapat ditolak oleh 
siapapun. Kehamilan remaja merupakan slah satu fenomena baru yang 
sering terjadi. Data dari sebuah klinik di jakarta menunjukkan bahwa 48 
persen pelaku aborsi adalah perempuan diatas usia 20 tahun, 46,9% berumur 
16-19 tahun, dan 5,5% yang berumur 12-15 tahun. Data tersebut 
memperlihatkan kecenderungan aborsi yang dilakukan oleh perempuan 
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yang berusia dibawah 20 tahun lebih tinggi dibaningkan dengan yang 
berusia diatas 20 tahun. Jajak pendapat yang dilakukan oleh kompas juga 
menunjukan bahwa 60% aborsi yang terjadi di indonesia ini dilakukan  oleh 
remaja.16 
2. Teori Sanksi Pidana 
  Sebelum membahas mengenai pemidanaan yang terdapat dalam 
perundang-undangan pidana, maka perlu membahas terlebih dahulu hakikat dari 
pidana itu sendiri. istilah “pidana” dan “hukuman”, semula dipakai berganti-ganti 
sebagai kata yang sinonim, dan kedua istilah itu sama dalam arti sebagai suatu 
sanksi atau ganjaran yang bersifat negatif. Akan tetapi kedua istilah ini sebenarnya 
dapat dibedakan.  
Istilah “hukuman” merupakan istilah yang umum dan konvensional, 
mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja 
digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang 
pendidikan, moral, agama, dan lain-lain. Sedangkan istilah “pidana” merupakan 
istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana.  
Pidana adalah sebuah konsep dalam hukum pidana, yang masih perlu 
penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya, justru itu untuk 
mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan luas mengenai arti dan hakekat pidana 
tersebut, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum mengenai 
hal tersebut. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini 
                                                          
16 M  ikhsanudin, ”jika ulama...hlm.141 
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berwujud suatu nestapa dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. 
Selanjutnya Soedarto menegaskan bahwa, “pidana adalah nestapa yang dikenakan 
oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 
undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa”. Pidana adalah suatu 
reaksi atas delik (punishment) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja 
ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. 
Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukanlah suatu tujuan 
terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (treatment). 
pada hakekatnya pidana itu adalah pengenaan derita atau nestapa sebagai 
wujud pencelaan sehubungan terjadinya tindak pidana berdasarkan hukum yang 
berlaku. Akan tetapi seiring dengan perkembangan ilmu hukum pidana, terlebih 
lagi setelah munculnya sanksi pidana berupa tindakan, sebagai akibat dari pengaruh 
aliran modern, maka pengertian pidana sebagai pengenaaan derita harus ditinjau 
kembali. 
Di dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 1981), perumusan tentang struktur pengambilan keputusan kurang 
di uraikan secara jelas. Padahal penjatuhan pidana oleh hakim itu merupakan suatu 
proses dan berakhir dengan ditetapkan olehnya bagi terdakwa jenis pidana yang 
paling tepat beratnya, dan cara pelaksanaannya. Begitu juga KUHP yang berlaku 
sekarang tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, yakni suatu 
pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang 
perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya 
peraturan pemberian pidana, misalnya ketentuan mengenai pengurangan pidana 
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pasal 47 ayat (1). Jika hakim menghukum si tersalah, maka maksimum hukuman 
utama, yang diterapkan atas perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi dengan 
sepertiganya. Dalam naskah rancangan KUHP Tahun 2015 (untuk selanjutnya 
disebut Nasran KUHP), sebagaimana telah berulang kali mengalami 
penyempurnaan lewat kerja tim penyusun yang sudah berganti beberapa kali telah 
merumuskan pedoman pemberian pidana dengan tegas yang tercantum pada pasal 
56 sebagai berikut:  
1). Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:  
a. Kesalahan pembuat tindak pidana;  
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;  
c.  Sikap batin pembuat tindak pidana; 
d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak 
direncanakan;  
e. Cara melakukan tindak pidana;  
f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;  
g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak 
pidana;  
h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;  
i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;  
j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau  
k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan  
(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu 
dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar 
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pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan 
mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.  
Selanjutnya selain sanksi berupa pidana, dalam hukum pidana dikenal juga 
sanksi berupa tindakan, akan tetapi tidak sifat pembalasan padanya, hanya saja 
tujuannya adalah semata-mata sebagai prevensi khusus.  
Hal ini menunjukkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana semakin di 
humanisasikan. Sementara pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan 
menjadi semakin tidak popular dan ketinggalan jaman. Menurut Muladi, bahwa 
“jenis sanksi berupa tindakan serta rehabilitasi narapidana menjadi semakin 
dianggap penting karena dianggap lebih manusiawi. 
a. Macam dan Jenis Hukuman 
Dalam KUHP yang semula menerapkan sistem dua jalur (double track 
system) dalm peraturan sanksinya, yaitu disamping menggunakan sanksi 
berupa pidana, juga memasukkan sanksi berupa tindakan. Sistem ini tetap 
dipertahankan dalam pembaharuan hukum pidana nasional terdapat jenis dan 
macam pidana sebagai berikut:  
1. Jenis dan macam pidana telah dirumuskan dalam pasal 58 sebagai berikut:  
a. Pidana pokok adalah:  
Ke-1 pidana penjara; 
Ke-2 pidana tutupan;  
Ke-3 pidana pengawasan;  
Ke-4 pidana denda;  
Ke-5 pidana kerja sosial. 
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b. Untuk pidana pokok di atas menentukan berat ringannya pidana 
sedangkan dalam pasal 59 Naskah Rancangan KUHP tersebut 
disebutkan, bahwa pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. 
Selanjutnya dalam pasal 60 Naskah Rancangan KUHP dicantumkan, 
pidana tambahan yaitu:  
Ke-1 pencabutan hak-hak tertentu;  
Ke-2 perampasan barang-barang tertentu dan tagihan;  
Ke-3 pengumuman putusan hakim; 
Ke-4 pembayaran ganti rugi;  
Ke-5 pemenuhan kewajiban adat;  
 
Dalam hukum pidana positif, jenis-jenis pidana telah diatur dalam pasal 10 
KUHP, yang menentukan bahwa pidana terdiri dari:  
1. Pidana pokok, yang meliputi:  
a. Pidana mati;  
b. Pidana penjara;  
c. Pidana kurungan;  
d. Pidana denda;  
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2. Pidana tambahan, terdiri dari:  
a. Pencabutan hak tertentu;  
b. Perampasan barang-barang tertentu;  
c. Pengumuman putusan hakim.  
Berdasarkan dari uraian di atas tersimpul, bahwa dalam perkembangan 
hukum pidana, yang merupakan ciri khas hukum pidana, telah berkembang pula 
bentuk sanksi berupa tindakan. Penggunaaan kedua bentuk sanksi hukum 
pidana tersebut (double track system) akan lebih baik. Untuk mencapai tujuan 
hukum pidana, dari pada menghilangkan salah satunya seperti gagasan dari 
beberapa tokoh gerakan perlindungan masyarakat. Dalam hal tersebut sistem 
sanksi seperti yang ada dalam KUHP sekarang ini juga dalam konsep rancangan 
Undang-undang KUHP sudah tepat. Dalam suatu sanksi pidana, penderitaan 
merupakan salah satu unsur yang penting, dengan unsur-unsur pidana lainnya. 
Walaupun demikian hal tersebut tidak boleh digunakan sebagai sarana 
pembalasan, tetapi tidak lebih hanya shock terapi bagi narapidana agar ia sadar. 
Berbeda dengan pidana, dalam hal tindakan unsur derita tidak penting, justru 
sebaliknya, yang perlu adalah memperbaiki pelaku tindak pidana dan 
melindungi masyarakat.  
b. Macam-Macam Jarimah  
a. Jarimah hudud  
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Hudud secara bahasa berarti larangan, sedangkan secara istilah adalah 
hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah. hudud merupakan kata jamak 
dari hadd. Yang secara bahasa berarti “larangan, ketentuan atau batasan. Pengertian 
hadd yang berarti larangan dapat ditemukan dalam firman Allah dalam surat Al 
Baqarah, ayat; 187. Artinya; “.....itulah larangan Allah, maka janganlah kamu 
mendekatinya”.(QS Al baqarah; 187).  juga dalam surat Al baqarah ayat: 229. 
Artinya:”......Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. 
Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang 
zalim”.(QS Al baqarah; 229).  
Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud 
adalah sebagai berikut: 
a. Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah 
ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.  
b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak 
manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih ditonjolkan.  
 jarimah hudud dibagi menjadi 7 (tujuh) macam golongan, yaitu: Zina, Murtad 
(riddah), Pemberontakan (Al-baghy), Tuduhan palsu telah berbuat zina (qadzaf), 
Pencurian (sariqah), Perampokan (hirabah), Minum-minuman keras (Shurb Al-
khamar). Dalam jarimah zina, minum khamar, hirabah, riddah, dan pemberontakan 
yang dilanggar adalah hak Allah. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan qazhaf 
(menuduh berzina) yang disinggung disamping hak Allah juga terdapat hak 
manusia (individu). Namun, hak Allah lebih ditonjolkan. 
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b.Jarimah qishash dan diyat  
Jarimah qishash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman 
qishash atau diyat, baik qishash maupun diyat keduanya sudah ditentukan oleh 
syara‟. Perbedaannya dengan hadd adalah bahwa hadd adalah hak Allah, sedangkan 
qishash atau diyat adalah hak manusia. Dalam hubungannya dengan qishash dan 
diyat adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban 
atau keluarga korban.  
Hukuman qishash adalah sama seperti hukuman hudud, yaitu hukuman 
yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hukuman 
qisash ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan 
dibunuh (nyawa dibalas dengan nyawa), melukai orang dibalas dengan melukai, 
mencederai dibalas dengan mencederai. Adapun kesalahan-kesalahan yang wajib 
dikenakan hukuman qishash ialah:  
a. Membunuh orang lain dengan sengaja.  
b. Menghilangkan atau mencederakan salah satu anggota badan orang lain 
dengan sengaja.  
c. Melukai orang lain dengan sengaja.  
Hukuman membunuh orang lain dengan sengaja wajib dikenakan hukuman 
qishash kepada si pembunuh dengan dibalas bunuh. Sedangkan Hukuman diyat 
adalah hukuman kesalahan-kesalahan yang sehubungan dengan kesalahan 
qishash dan ia sebagai ganti rugi di atas kesalahan-kesalahan yang melibatkan 
kecederaan anggota badan atau orang yang dilukainya. Sedangkan kesalahan-
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kesalahan yang wajib dikenakan hukuman diyat ialah: a)Pembunuhan 
disengaja.b) Pembunuhan seperti disengaja.c) Pembunuhan yang tersalah (tidak 
sengaja). 
 
c.Jarimah Ta’zir 
Dalam Hukum Islam, kata hudud dibatasi untuk hukuman karena tindak 
pidana yang disebutkan oleh Al Quran atau Sunah Nabi SAW, sedangkan hukuman 
lain ditetapkan dengan pertimbangan penguasa (qodhi) yang disebut ta’zir 
(mempermalukan pelaku pidana). Ta’zir secara harfiyah berarti  menghinakan 
pelaku pidana karena tindak pidananya yang memalukan. Dalam ta’zir, hukuman 
itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (Allah dan Rasul-Nya), akan tetapi qodhi 
diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan 
dikenakan maupun kadarnya.  Artinya, yang termasuk golongan jarimah ini adalah 
perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta’zir. 
Pengertian ta’zir menurut bahasa ialah ta‟dib artinya memberi pelajaran atau 
pengajaran. Tetapi untuk hukum pidana Islam istilah tersebut mempunyai 
pengertian tersendiri, seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Syara’ tidak 
menentukan macam-macamnya hukuman pada tiap-tiap jarimah pada hukuman 
ta’zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-
ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi 
kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan yang pelaku perbuat. 
Jadi, hukuman ta’zir tidak mempunyai batasan-batasan tertentu.  
Ciri khas jarimah ta’zir adalah sebagai berikut:  
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a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut 
belum ditentukan oleh syara’ dan ada minimal dan maksimal.  
b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/hakim).  
Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta‟zir kepada penguasa, ialah 
agar mereka dapat mengatur masyarakat dengan memelihara ketertiban dan 
kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak 
dengan sebaik-baiknya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam terbagi pula 
macam-macam hukuman ta‟zir, yang mana sebagai berikut:  
a. Hukuman mati.  
b.  Hukuman dera (jilid)  
c. Hukuman kawalan (penjara kurungan)  
d. Hukuman pengasingan  
e. Hukuman salib  
f.  Hukuman peringatan  
g. Hukuman pengucilan  
h. Hukuman teguran  
i. Hukuman ancaman  
j. Hukuman penyiaran nama pelaku 
k. Hukuman-hukuman lainnya  
l.  Hukuman denda. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM  
 
A. Aborsi Dalam Hukum Pidana  Indonesia 
1. Tindak pidana Aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Orang yang dikenai hukuman adalah orang yang jelas-jelas 
melanggar pasal-pasal tersebut. Den gan demikian jika hal tersebut 
diketahui dengan benar bahwa adanya unsur-unsur kejahatan yang 
menyebabkan tindak pidana tersebut. 
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tindak pidana atau delik aborsi 
merupakan tindakan yang mengandung beberapa unsur, yaitu:1 
a. Harus ada kelakuan 
b. Kelakuan tersebut harus sesuai dengan uraian Undang-undang 
c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak 
d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku 
e. Kelakuan itu diancam hukuman. 
Menurut Marsal B. Clinard dan Richard Quinney membagi tindak 
pidana menjadi delapan 2: 
                                                          
1 Sunarto RM,Hukum Pidana Materiil,Unsur-unsur Obyektif sebagai dasar 
Dakwaan,Cet 1,jakarta:Sinar Grafika,1993 .hlm.22. 
 
2 Santoso, Topo, Dan Zulpa, Eva Achjani,Kriminologi, Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada, 2003.Hlm.31 
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a. Tindak pidana yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan 
tindak pidana perorangan dengan kekerasan yang meliputi 
bentuk perbuatan kriminal, seperti pembunuhan dan 
pemerkosaan.  
b. Tindak pidana terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-
waktu. 
c. tertentu yang pada umumnya dilakukakan oleh orang yang 
berkedudukan tinggi.  
d. Tindak pidana politik yang meliputi pengkhianatan spionase, 
sabotase dsb.  
e. Tindak pidana terhadap ketertiban umum.  
f. Tindak pidana konvensional yaitu seperti perampokan dan 
bentuk-bentuk pencurian termasuk didalamnya pencurian 
dengan kekerasan dan pemberatan pelanggar hukum 
melakukannya sebagai suatu partemen, carrier dan seringkali 
untuk menambah penghasilan sah melalui kejahatan.  
g. Tindak pidana terorganisasi yaitu misalnya pemerasan, 
pelacuran, dan perjudian .  
h. Tindak pidana profesional yang dilakukan sebagai suatu cara 
hidup seseorang. Mereka memandang dirinya sendiri sebagai 
penjahat dan bergaul dengan penjahat lain serta mempunyai 
status tinggi dalam dunia kejahatan. Mereka juga cenderung 
terasing dari masyarakat luas serta menempuh suatu karier 
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penjahat. Tindak pidana dilakukakan secara penuh, reaksi 
masyarakat terhadap tindak pidana ini tidak selalu keras.  
Menurut hukum  di Indonesia, Aborsi yang termasuk dalam tindakan 
kejahatan adalah abortus provocatus criminalis, dan yang disebut pelaku 
dan yang menerima hukuman adalah : 
a. Ibu yang mekukan Aborsi 
b. Dokter atau bidan yang membantu melakukan Aborsi 
c. Orang-orang yang mendukung terlaksananya Aborsi 
Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan ini  
telah diatur dalam pasal 299,Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 359 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Pasal 299 KUHP misalnya mengatur tentang pelaku Aborsi, baik 
dari pihak dokter maupun pasien.pasal ini juga memuat ketentuan hukkum 
yang kongkrit.pasal tersebut berbunyi 
1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau 
menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau 
ditimbulkan harapan,bahwa karena pengobatan itu hamilnya 
dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun atau denda sebanyak-banyak ya 45.000,- 
2. Kalau sitersalah mengerjakan itu karena mengharapkan 
keuntungan, dari pekerjaan atau kebiasaannya dalam melakukan 
kejahatan itu, atau kalau ia seorang tabib, dukun beranak (bidan) 
atau tukang membuat obat, hukuman itu, dapat ditambah dengan 
sepertiganya. 
3. Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya 
dapat ia dipecat dari pekerjaannya itu. 
Dalam pasal ini kiranya perlu ada bukti, bahwa perempuan itu benar-
benar hamil, akan tetapi tidak diminta bahwa kandungan itu benar-benar 
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gugur atau mati karena pengobatan (sengaja menggugurkan kandungan 
diancam dengan hukuman dalam pasal 348). Sudah cukup,apabila orang itu 
sengaja mengobati atau mengerjakan perbuatan pada perempuan dengan 
memberitahukan atau menimbulkan pengharapan,bahwa dengan itu dapat 
menggugurkan kandungannya.jadi yang perlu dibuktikan ialah tentang 
pemberitahuan atau penimbulan harapan tersebut.3 
Jika dalam hal itu salah dikira, bahwa perempuan itu hamil, maka 
orang yang mengerjakan itu dapat dihukum, oleh karena tidak ada 
kandungan yang diganggu (obyek yang tidak sempurna sama sekali) 
Menurut ayat (2) maka diancam hukumannya diperberat,apabila 
perbuatan itu dilakukan : 
a). Karena mencari keuntungan, atau  
b). Sebagai pekerjaanya sehari-hari atau sebagai kebiasaan, dan 
c). Oleh dokter, bidan atau tukang membuat obat.4 
 
Menurut ayat (3) bahwasanya seorang dokter yang menggugurkan 
kandungannya atau mengobati agar kandungan menjadi gugur, berdasarkan 
                                                          
3 R.Soesilo,KUHP serta komentar-komentarnya,(Bogor:Politei,1991),hlm.218. 
 
4 Ibid., hlm.219. 
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atas ilmu pengobatan untuk memelihara kesehatan atau menolong jiwa 
perempuan itu tidak dihukum. 
Dalam pasal 346, Ibu hamil atau wanita hamil yang disebut sebagai 
pelaku aborsi juga mendapat hukuman. Pelaku aborsi disini termasuk dalam 
kategori tindak pidana dengan bunyi pasal 346  
“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” 
Maksutnya jika Perempuan yang sengaja menggugurkan 
kandungannya atau suruhan orang lain untuk itu maka akan dikenai pasal 
ini. orang yang sengaja menggugurkan atau membunuh kandungan 
seseorang perempuan dengan tidak izin perempuan itu dihukum menurut 
pasal 347, apabila dilakukan dengan izin perempuan itu, dikenakan pasal 
3485, dan cara menggugurkannya atau membunuh kandungan itu rupa-
rupa,baik dengan obat yang diminum atau dengan alat-alat yang 
dimasukkan melalui anggota kemaluan. Jika seorang tabib, bidan atau ahli 
obat membantu kejahatan dalam pasal 346, berbuat atau membantu salah 
satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka bagi mereka hukumannya 
ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya(pasal 349). 
                                                          
5 Ibid.,hlm 243. 
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Hal yang sama diperlihatkan pada pasal 347, yang menjelaskan dan 
mengatur tentang proses aborsi. Perspektif preoses aborsi ini menguatkan 
bahwa aborsi atau pengguguran kandungan merupakan tindakan pidana. 
Sebagaimana pasal tersebut berbunyi bahwa: 
1. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur 
kandungannya seorang perempuan tidak dengan izin perempuan 
itu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. 
2. Jika karena perbuatannya itu perempuan itu jadi mati, dia 
dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun. 
Pasal 348 bagi pelaku aborsi yang melakukan aborsi atas persetujuan 
wanita hamil tersebut, dengan bunyi pasal: 
1. Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati 
kandunganya seorang perempuan dengan izin perempuan itu 
dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. 
2. Jika karena perbuatan itu perempuan itu jadi mati, dia di hukum 
penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
Dalam pasal tersebut kiranya perlu adanya bukti bahwa 
perempuan itu benar-benar mengandung ,akan tetapi tidak 
dimint, bahwa kandungannya itu benar-benar gugur atau mati 
karena pengobatan.sudah cukup apabila orang itu sengaja 
mengobati atau mengerjakan perbuatan pada perempuan dengan 
memberitahukan atau menimbulkan harapan pengharapan, 
bahwa dengan itu dapat tergugur kandungannya. Jadi yang perlu 
di buktikan ialah tentang pemberitahuan atau penimbulan 
harapan tersebut. 
Dalam pasal 348 ini keterangannya sama dengan keterangan pasal 
346, yaitu bagi siapa saja yang melakukan dengan sengaja menggugurkan 
kandungan atau membunuh kandungannya atau suruhan orang-orang lain 
untuk itu, dikenakan pasal 346. Orang yang sengaja menggugurkan atau 
membunuh kandungan seorang perempuan dengan tidak izin perempuan itu 
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dihukum menurut pasal 347, apabila dilakukan dengan izin peremuan itu 
dikenakan pasal 348. 
Dalam pasal tersebut kiranya perlu adanya bukti bahwa perempuan 
itu benar-benar mengandung, akan tetapi tidak diminta, bahwa 
kandungannya itu benar-benar gugur atau mati karena pengobatan. Sudah 
cukup apabila orang itu sengaja mengobati atau mengerjakan perbuatan 
pada perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, 
bahwa dengan itu dapat terganggu kandunggannya jadi yang perlu 
dibuktikan ialah tentang pemberitahuan atau penimbulan harapan tersebut. 
Pasal lain yang juga mengatur tentang pelaku aborsi adalah pasal 
349. Pasal tersebut memasukkan dokter, bidan, juru obat sebagai kategori 
sosial yang berpeluang untuk membantu proses pengguguran janin, dan 
karenanya mendapat ancaman hukuman, pasal tersebut berbunyi : 
“jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu 
dalam kejahatan yang tersebut dalam pasal 346, atau bersalah atau 
membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 
dan 348 , maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah 
dengan sepertiganya dan dapat ia dipecat dari jabatannya yang digunakan 
untuk melakukan kejahatan itu.  
Dalam pasal ini menerangkan bahwa menggugurkan kandungan 
atau membunuh baik dengan obat yang diminum, maupun dengan alat-alat 
yang dimasukkan melalui kemaluan. Dan apabila seorang tabib,bidan atau 
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ahli obat membantu kejahatan dalam pasal ini, berbuat atau membantu salah 
satu kejahatan,maka bagi mereka hukumannya ditambah sepertiganya dan 
dapat dipecat dari jabatannya 
2.Tindak pidana Aborsi menurut UU kesehehatan. 
 Sumpah dokter indonesia bahwa dokter akan menghormati setiap 
kehidupan insan sejak pembuahan. Dalam Undang-undang tersebut tidak 
dibedakan istilah Abortus Provocatus Therapicus dengan Abortus 
Provocatus Criminalis. Dasar diperbolehkannya abortus provocatus 
therapicus, aborsi jenis ini tidak dapat dituntut.6 Hal ini tampak jelas pada 
bebrapa kalimat “Memorie Van Ant Wood” (jawaban pemerintah : 
1) Pada umumnya dokter dilindungi sepenuhnya jika ia bertindak 
menurut aturan-aturan sepenuhnya. 
2) Suatu operasi yang tidak perlu,  tetapi dokter dilindungi sepenuhnya 
jika mempunyai alasan kuat dan hal ini dapat dinilai oleh para 
sejawatnya bahwa operasi itu memang diperlukan 
3) Jika terjadi konflik (berdasarkan alasan yang kuat) antara 
kepentingan keselamatan buah kandungannya, maka kepentingan 
itu harus didahulukan dan dokter tahu apa yang dilakukannya. 
                                                          
6 Ali Ghufron Mukti dan Ali Heru Sutomo, Aborsi, Bayi 
Tabung,Euthanasia,Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam tinjauan Medis, 
Hukum dan Agama Islam, Cet 1, (Yogyakarta :Aditya Media, 1993), hlm.4 
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Aborsi atas indikasi medis itu diperbolehkan dengan alasan 
menyelamatakan ibu yang sedang mengandung tersebut. Dalam hal ini, 
ada beberapa kasus konkrit, kasus-kasus ini tidak merupakan kasus 
individual melainkan kasus menurut kategori kejadian dan tingkat 
kesulitannya berbeda-beda serta tidak semua orang akan memilih 
pemecahan yang sama. 
 Undang-undang tentang Aborsi Berdasarkan Indikais medis, diantara 
berbunyi7 
a. Pengugguran kandungan atas pertimbangan kesehatan diizinkan dan 
hanya boleh dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri 
Kesehatan 
b. Pengugguran kehamilan hanya boleh dilakukan bila diperoleh izin 
dari wanita yang bersangkutan dan suaminya atau wanita hamil atau 
orang tua hamil atau orang tua suaminya atau keluarga yang terdekat 
atau kepala kesehatan kotamadya atau kabupaten. 
c. Yang dapat dijadikan alasan untuk pengugguran kehamilan adalah 
pertimbangan kesehatan jasmani dan rohani wanita yang 
bersangkutan. 
                                                          
7 Budi Utomo, Sujono dan Arjatmo Tjokronegoro, Abortus di Indonesia: Suatau 
Telaah Pustaka, (Jakarta : Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, 1985), hlm 11-13 
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d. Batas umur kehamilan yang masih diperbolehkan untuk 
melaksanakan pengugguran akan ditentukan oleh menteri 
kesehatan. 
e. Cara yang dapat dibenarkan adalah cara yang dibenarkan menurut 
ilmu kesehatan. 
Berikut uraian tentang Aborsi yang terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: 
Pasal 75 
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. 
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan 
berdasarkan: 
a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini 
kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, 
yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, 
maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi 
tersebut hidup di luar kandungan; atau 
b.  kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma 
psikologis bagi korban perkosaan. 
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat 
dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra 
tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang 
dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. 
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan 
perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 76 
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: 
a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari 
pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; 
b.  oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan 
yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; 
c.  dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; 
d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan 
e.  penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan 
oleh Menteri. 
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Pasal 194  
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana 
dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 
 
3.Sanksi Pidana Aborsi dalam KUHP dan UU Kesehatan 
Sanksi Aborsi didalam  Hukum Pidana Indonesia yaitu didalam dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP) terdapat pada pasal 299, 346 sampai 
dengan Pasal 349.  
 Dari rumusan pasal tersebut diatas maka diuraikan sanksinya berikut: 
1. Didalam pasal 299 seseorang yang dengan sengaja mengobati, menyuruh 
diobati, ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu dapat gugur 
maka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda 
45.000,- dan jika yang mengerjakan itu adalah seorang ahli dibidang 
kesehatan maka hukuman ditambah sepertiganya dan di pecat dari 
pekerjaannya. 
2. Pasal 346, ibu hamil sebagai pelaku diancam dengan pidana penjara paling 
lama 4 Tahun. 
3. Pasal 347, Orang yang sengaja melakukan pengguguran terhadap ibu hamil 
diancam Penjara 12 tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati, diancam pidana 
penjara 15 Tahun. 
4. Pasal 348, Jika dengan persetujuan Ibu Hamil diancam penjara 5,5 dan jika 
ibu hamilnya meninggal pidana penjara 7 tahun. 
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5. Pasal 349, jika yang melakukan ahli dalam kesehatan (tenaga kesehatan) 
nancaman hukuman ditambah sepertiganya dan dicabut izin kerjanya atau 
dipecat dari pekerjaannya. 
6. Sedangkan didalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dipidana penjara 
paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. 
B. Aborsi menurut Hukum Pidana Islam  
1. Tindak pidana Aborsi menurut Hukum Pidana Islam 
Aborsi atau pengguguran kandungan merupakan salah satu yang 
dilarang dalam syariat hukum islam dan selayaknya merupakan hal yang 
mmiliki unsur-unsur pidana sehingga perbuatan tersebut dikatakan 
sebagai jarimah atau tindak pidana yang apabila  terpenuhi syarat-syarat 
pidana Islam yang bisa mengantarkannya menjadi hukum. 
Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana 
dalam hukum islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai 
berikut:8 
a. Secara yuridis normatif disatu aspek harus didasari oleh suatu 
dalil yang menentukan larangan terhadap perilku tertentu dan 
diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normtif 
mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai 
sebagai suatu pelanggaran  terhadap suatu yang diperintahkan 
oleh Allah SWT. 
                                                          
8 Zainudin Ali,Hukum pidana islam,Cet.2,(Jakarta:Sinar Grafika,2009)hlm.32 
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b. Unsur Moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima 
seuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut Mukallaf. 
Mukallaf adalah orang Islam yang sudah baliqh dan berakal 
sehat. 
Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan,perlu 
diungkapkan bahwa hukum pidana Islam dapat dilihat dari berbagai 
segi,yaitu sebagai berikut: 
a. Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana 
islam dapat dibedakan  menjadi: 
1) Jarimah hudud 
2) Jarimah qishash, dan 
3) Jarimah ta’zir . 
b. Dari segi unsur niat, ada dua jarimah,yaitu : 
1) Yang disengaja, dan 
2) Tidak disengaja 
c. Dari segi cara mengerjakannya, ada dua yaitu: 
1) Yang positif, 
2) Negatif. 
d. Dari segi si korban, jarimah itu ada dua, yaitu: 
1) Per-orangan,dan  
2) Kelompok. 
e. Dari segi tabiat, jarimah terbagi dari dua,yaitu: 
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1) Yang bersifat biasa, 
2) Bersifat politik. 
 
Tindakan Aborsi sebagaimana telah dikatakan bahwasanya dilarang 
dan menempatkan aborsi sebagai tindakan yang termasuk kategori 
tindak pidana dalam hukum Islam, sebagaimana telah diperlihatkan 
pada beberapa ayat-ayat Allah SWT dan sunnah-sunnah Rasul SAW 
yang saling berhubungan yaitu pada surat Al-Israa’ ayat 70,31,33  dari 
analisis ayat-ayat tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa 
kehidupan manusia itu telah diatur sehingga tidak dapat diakhiri kecuali 
bila dilakukan untuk suatu sebab yang jelas seperti dalam eksekusi mati 
atau dalam perang atau dalam pembelaan diri yang dibenarkan. Kaum  
muslimin memahami larangan hal-hal seperti ini berlaku dalam semua 
bentuk kehidupan, Islam melarang mengakhiri kehidupan kecuali 
dengan alasan yang benar dan bisa dimengerti. 
Aborsi yang merupakan suatu pembunuhan terhadap hak hidup 
seorang manusia, jelas merupakan suatu dosa yang besar. Merujuk pada 
ayat-ayat al-qur’an surat al-maidah ayat 32 yang berbunyi: 
                            
                          
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                           
           
32. oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 
bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena 
orang itu (membunuh) orang lain[411], atau bukan karena membuat 
kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh 
manusia seluruhnya[412]. dan Barangsiapa yang memelihara 
kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara 
kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada 
mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan 
yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu[413] 
sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka 
bumi. 
bahwa setiap muslim meyakini bahwa siapapun yang membunuh 
manusia, hal ini merupakan membunuh umat manusia. Selanjutnya Allah 
SWT juga memperingatkan bahwa janganlah kamu membunuh anakmu 
karena takut akan kemiskinan atau tidak mampu membesarkannya secara 
layak. 
Dalam studi hukum Islam  sendiri terdapat perbedaan satu sama lain 
dari keempat mazhab hukum islam yang dalam memandang aborsi 
a. Mazha>b Hanafi  
Sebagian besar para fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa 
aborsi diperbolehkan sebelum janin terbentuk. Tepatnya 
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membolehkan aborsi sebelum ditiupkan roh, tetapi harus disertai 
dengan syarat-syarat yang rasional, meskipun kapan janin terbentuk 
masih menjadi hal yang ikhtilaf. Sementara, Ali,Al-Qami ,salah 
seorang imam madzhab Hanafiyah kenamaan dan terkenal pada 
zamannya beliau memakhruhkan aborsi. Pandangan tersebut 
sebagaimana ditulis oleh Al-Asrusyani salah satu pengikut hanafi 
dalam kitab jami’ahkam Al-shighar sebagai berikut: 
“ Para syaikh dari madzhab Hanafi umumnya mengatakan 
tidak makruh,sebagaimana difatwakan oleh penulis kitab Al-
Mukhith.Dan Imam Ali Al-Qami memakruhkan, demikian juga 
fatwa Abu Bakar Muhammad bin Al-fadhl”9 
Menurut Al-Qami yang dikutip dari Al-
Asrusyani,pengertian dalam aborsi lebih condong kepada makna 
dilarang (haram) dikerjakan,bila dilanggar pelaku dianggap berdosa 
dan patut  diberikan hukuman yang setimpal. Tetapi, pendapat 
tersebut ditolak Al-Haskafi,salah satu pengikut Hanafi yang 
lain,ketika ditanya: Apakah pengguguran kandungan dibolehkan? 
Beliau menjawab: “Ya, sepanjang belum terjadi penciptaan dan 
penciptaan itu hanya terjadi sesudah 120 hari kehamilan. 
                                                          
9 Maria ulfah anshor,”Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan”, 
jakarta: kompas,2006,hlm.93 
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Ulama yang membolehkan pilihan aborsi umumnya 
sependapat bila belum terjadi penyawaan,karena dianggap belum 
ada kehidupan, sehingga bila digugurkan tidak termasuk dalam 
perbuatan pidana  (jinayat). Pendapat yang membolehkan aborsi 
sebelum janin berusia 120 hari adalah Ibnu Abidin, salah satu 
pengikut hanafi, menyatakan Fuqaha madzha>b ini memperbolehkan 
menggugurkan kandungan selama janin masih dalam bentuk 
segumpal daging atau segumpal darah dan belum terbentuk anggota 
badannya. Mereka menetapkan waktu terbentuknya janin sempurna 
adalah setelah janin berusia 120 hari.mereka memperbolehkan 
sebelum waktu, karena janin belum menjadi manusia. Pendapat 
tersebut dibantah ulama lain dengan berargumen bahwa penciptaan 
terjadi sesudah janin berusia 80 hari,dengan menyatakan: “jika janin 
telah melalui dua kali empat puluh hri (80 hari) maka Allah telah 
mengutus malaikat kepadanya lalu membentuknya, menciptakan 
pendengaran,penglihatan dan kulitnya.”10 
b. Mazhab Maliki 
Ulama malikiyah berpendapat bahwa kehidupan sudah 
dimulai sejak terjadinya konsepsi. Oleh karena itu, menurut mereka 
aborsi tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari, kecuali 
Al-Lakhim yang membolehkan aborsi sebelum janin berusia 40 hari. 
                                                          
10 Ibid...,hlm.95 
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Hal tersebut ditemukan dalam Hasyiah Al-Dasuki bahwa “tidak 
diperbolehkan melakukan aborsi bila air mani telah tersimpan dalam 
rahim, meskipun belum berumur 40 hari. Begitu juga Al-Laisy, jika 
rahim telah menangkap air mani,maka tidak boleh suami-istri 
ataupun salah satu dari mereka menggugurkan janinnya, baik 
sebelum penciptaan maupun sesudah penciptaan. 
Menurut mayoritas malikiyah aborsi boleh dilakukan hanya 
untuk menyelamatkan nyawa ibu, selain itu mutlak dilarang. Sanksi 
bagi yang melakukannya adalah jika dilanggar wajib dikenai 
hukuman, sesuai dengan usia janin yang di gugurkan.semakin tua 
usia kandungan yang digugurkan semakin besar pula tebusan yang 
wajib di bayarkan kepada ahli warisnya. Mayoritas jumhur ulama 
sepakat untuk memberi hukuman (ta’zir) bagi pelaku aborsi janin 
sebelum terjadi penyawaan. 11  
c. Mazhab Syafi’i 
Ulama-ulama syafi’iyah berselisih pendapat mengenai 
aborsi sebelum 120 hari. Ada yang mengharamkan seperti Al-‘Imad, 
ada pula yang membolehkan selama masih berupa sperma atau sel 
telur (nuftah) an segumpal darah (alaqah) atau berusia 80 hari 
sebagaimana dikatakan Muhammad Abi sad, namun ulama lain 
membolehkan sebelum janin berusia 120 hari, atau sebelum janin 
                                                          
11 Ibid...,hlm.103 
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diberi roh. Namun , sebagian besar fuqaha syafi’iyah menyepakati 
bahwa aborsi haram sebelum kehamilan 40-42 hari. 
Imam Al-Ghazali,salah seorang ulama dari madzhab 
syafi’iyah yang terkenal beraliran sufi, beliau sangat tidak 
menyetujui pelenyapan janin, walaupun baru konsepsi,karena 
menurutnya  hal tersebut tergolong pidana  (jinayah) meski kadarnya 
kecil. 
Akibat hukum bagi pelaku pengguguran kandungan setelah 
penyawaan, menurut pendapat mayoritas ulama syafi’iyah  sepakat 
membayar kompensasi (ghurrah), sebagimana dikatakan oleh Al-
Juzairi: “janin yang digugurkan akibat tindak pidana (jinayah) wajib 
diganti dengan uang kompensasi baik terpisah dari tubuh ibunya 
ketika ibunya masih hidup atau setelah ibunya menjadi mayat12 
d. Mazhab Hanbali 
Dalam pandangan jumhur ulama hanabilah,janin boleh 
digugurkan selama masih dalam fase segumpal darah (mudghah), 
karena belum berbentuk anak manusia, sebagaimana ditegaskan 
Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni: 
“Pengguguran terhadap janin yang masih berbentuk 
mudghah dikenai denda (ghurrah), bila menurut tim spesialis ahli 
                                                          
12 Ibid...,hlm.101. 
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kandungan janin sudah terlihat bentuknya. Namun, apabila baru 
memasuki tahap pembentukan, dalam hal ini ada dua pendapat; 
pertama yang paling sahih adalah pembebasan hukuman ghurrah, 
karena janin belum terbentuk misalnya baru berupa alaqah, maka 
pekakunya tidak dikenai hukuman, dan pendapat kedua; ghurrah  
tetap wajib karena janin yang digugurkan sudah memasuki tahap 
penciptaan anak manusia13” 
b.Sanksi Aborsi dalam Hukum Pidana Islam 
 Sedangkan Sanksi Aborsi dalam Hukum Pidana Islam, Hukuman untuk 
tindak pidana aborsi sesuai dengan akibat yang dilakukan oleh seorang pelaku 
a. Gugur kandungan dalam keadaan meninggal, hukumannya diyat hanin, 
yaitu ghurrah,. 
b. Gugurnya kandungan dalam keadaan hidup tapi kemudian meninggal akibat 
perbuatan pelaku, hukumannya qisash, tetapi jika semi sengaja maka 
hukuman diyat kamilah. 
c. Gugurnya kandungan dalam keadaan hidup kemudian meninggal karena 
sebab lain hukumannya adalah Ta’zir 
d. Kandungan tidak gugur tapi gugur setelah ibunya meninggal hukuman 
Ta’zir. 
e. Mengakibatkan luka pada ibu, menyakiti atau mengakibatkan kematian ibu 
hukumannya ghurrah untuk janin dan ta’zir untuk ibu. 
                                                          
13 Ibid...,hlm.96. 
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Dari imam mazhab 
a. Mazhab Hanafi : sebelum janin terbentuk, sebelum ditiupkan roh 
diperbolehkan  
b. Mazhab Maliki : tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari 
,hukuman Ta’zir 
c. Mazhab Syafi’i : ada yang mengharamkan aborsi sebelum 120 hari ada yang 
membolehkan, Hukuman ghurrah. 
d. Mazhab Hanbali : selama masih fase Segumpal darah membolehkan apabila 
lebih dari itu hukuman ghurrah 
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BAB IV 
PERBANDINGAN SANKSI ABORSI MENURUT HUKUM PIDANA 
INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
 
A. Sanksi Pidana Aborsi Buatan (Abortus Provocatus Criminalis) 
Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam 
 
1. Sanksi Aborsi didalam Hukum pidana Indonesia 
Pidana merupakan suatu reaksi ata delik (punishment) dan berwujud 
suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan (sifat negative) oleh Negara 
atau lambang Negara terhadap suatu delik. Nestapa hanya merupakan tujuan 
yang terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan 
sesuati dengan upaya pembinaan.1 
Sanksi hukum yang berupa pidana diancam kepada pembuat delik 
merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. 
Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negatif sehingga 
dengan sistem sebagai sanksi yang negatif tersebut padangan bahwa pidana 
hendaknya diterapkan jika upaya lain sudat tidak memadai lagi. 
Tindakan pidana aborsi yang dilakukan pelaku akan sangat 
mempengaruhi penjatuhan pidana seperti berat ringannya 
pemidanaan,pelaku aborsi baik dari pasien  yang meminta untuk melakukan 
                                                          
1 Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo,Hukum pidana (Dasar Aturan Umum Hukum 
pidana Kodifikasi),(jakarta:Ghalia Indonesia,1990),hlm.69 
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pengguguran janin dan yang dimintai tolong seperti dokter maupun prakik 
dukun.  
Dalam tindak pidana aborsi keadaan pelaku memang sangat 
mempengaruhi terhadap berat ringannya hukuman yang akan ditimpalkan 
kepadanya. pelaku aborsi baik dari pihak dokter,pasien, maupun praktik 
dukun haruslah seseorang yang mampu melakukannya. Dengan kata lain ia 
telah dianggap dewasa dengan kesempurnaan secara akal maupun 
psikisnya. 
Pada UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan diPidana penjara palimg 
lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Disini tentu diharapkan 
agar pihak pemberi jasa selalu berhati-hati dalam menjalankan profesinya 
sehingga terkena sanksi yang demikian berat. Dan pasal 349, dokter, bidan 
dan juru obat hukumanan ditambah 1/3nya dan pencabutan hak pekerjaan. 
Hukuman bagi pelaku aborsi diancam dengan pidana penjara empat 
tahun (Pasal 346) yaitu apabila itu pelakunya seorang wanita yang 
mengandung atau orang yang disuruh untuk melakukan aborsi, dalam hal 
lain wanita ini yang mengandung hanya sebagai penganjur terhadap orang 
lain yang disuruh untuk melakukan aborsi. 
Sedangkan apabila pelakunya orang lain bukan wanita yang 
mengandung (timbulnya kehendak pelaksananya dari orang lain) itu terbagi 
atas tiga kategori: 
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1). diancam pidana penjara 12 tahun menurut Pasal 347 ayat (1) baik 
pelaku yang melakukan aborsi tanpa persetujuan wanita yang mengandung 
dan apabila menyebabkan kematian pada wanita tersebut maka ancaman 
hukum pidananya 15 tahun penjara menurut pasal 347 ayat (2) 
2). Diancam pidana penjara 5 tahun 6 bulan penjara menurut pasal 348 
ayat (1) dan 7 tahun penjara menurut Pasal 348 ayat (2) apabila pelaksaan 
aborsi atas persetujuan wanita yang mengandung tersebut. 
3). Diancam pidana penjara menurut Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan 
ditambah 1/3nya bagi pelaku yang berprofesi sebagai dokter, bidan atau juru 
rawat bahkan pencabutan hak izin praktik,menurut pasal 349 apabila ia 
membantu melakukan kejahatan Pasal 347, 348 KUHP  
 
2. Sanksi Aborsi didalam Hukum Pidana Islam. 
Hukuman (Uqubah), yaitu suatu bentuk balasan bagi seseorang yang 
telah melakukan perbuatan yang telah melanggar ketentuan syara’ yang 
telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-nya untuk kemaslahatan umat 
manusia2 dari definisi tersebut penyusun mengartikan bahwa hukuman 
merupakan balasan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah menyimpang 
dari ketentuan hukum Islam atau syara.” 
                                                          
2 Makhrus munajat,Deskonstruksi Hukum Pidana Islam,Cet.II. (Jakarta:Pustaka 
Firdaus,2004),hlm.39. 
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Hal ini merupakan bentuk dari konsekuensi apa yang telah dilakukan 
seseorang terhadap apa yang telah dilakukannya. Hukuman untuk tindak 
pidana aborsi sendiri terdapat banyak perbedaan sesuai dengan akibat apa 
yang telah dilakukan oleh seorang pelaku,yaitu:3 
1) Gugurnya kandungan dalam keadaan meninggal. 
Apabila janin gugur dalam keadaan meninggal, hukuman 
bagi pelaku adalah diyat janin,yaitu ghurrah (hamba sahaya) yang 
dihitung dengan lima ekor unta. Dalam praktiknya sendiri ghurrah 
dinilai dengan lima ekor unta atau yang sebanding dengan itu. 
2) Gugurnya kandungan dalam keadaan hidup tapi kemudian 
meninggal akibat perbuatan pelaku. 
Jika hal ini adanya unsur disengaja maka hukuman yang bisa 
diterapkan terhadap pelaku yaitu qis}a>s}. Tetapi jika hal tersebut 
terdapat unsur sengaja (semi sengaja) maka hukuman yang bisa 
dilakukan terhadap pelaku tersebut adalah dengan diyat kamilah 
(seratus ekor unta untuk janin laki-laki dan lima puluh ekor unta 
untuk janin perempuan). Perbedaan unsur sengaja dan hal yang 
menyerupai kesengajaan bukan pada jumlah untanya melainkan 
pada hal yang lebih ditekankan yaitu sifatnya, untuk diperberat atau 
diperingan. sanksi hukuman dalam kasus ini sangat berat karena 
pelaku  dinilai sengaja dan merencanakannya secara rapi. Jika 
                                                          
3 Ahmad wardi Muslich,Hukum pidana Islam, (Bandung:Pustaka seti,2000),hlm.224 
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kepada janin sudah keluar, sedangkan badannya masih berada dalam 
rahim ibunya dan sudah meninggal; meurut ulama hanafiyah, 
syafi’iyah,dan hadawiyah tetap harus membayar ghurrah. 
Sementara itu,  menurut imam malik,  pelaku tidak berkewajiban 
membayar uang kompensasi tersebut. 
Sanksi hukum dalam kasus aborsi kategori ini adalah hukuman qisas 
atau diat secara sempurna. Kadar diyat secara sempurna bagi janin 
ini sangat tergantung dengan jenis kelamin korban aborsi tersebut. 
Jika kelaminnya laki-laki diyatnya penuh, yaitu membayar seratus 
ekor unta atau yang senilai dengan itu. Jika janinnya perempuan, 
diyatnya setengah dari diyat janin laki-laki, yaitu membayar lima 
puluh ekor unta atau yang senilai dengan itu. 
3) Gugurnya kandungan dalam keadaan hidup kemudian meninggal 
karena sebab lain 
Hukuman yang bisa diterapkan pada pelaku yatu dengan 
ta’zir, karena hal ini janin meninggal disebabkan hal lain, bukan 
karena disengaja atau tidak disengaja. Tetapi hukuman atas janin 
yang terpisah dari ibunya adalah hukumam kematian, karena hal ini 
menghilangkan nyawa seseorang. dan dalam kasus aborsi semacam 
ini, dimana janin yang awalnya hidup tetapi kemudian mati karena 
ibu enggan menyusuinya ,si ibu di beri hukuman takzir, alasan yang 
dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah karena si ibu tidak 
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secara langsung melakukan tindakan pembunuhan terhadap seorang 
janin tersebut, tetapi karena sebab lain. Sementara itu, jika bayi telah 
keluar dari perut ibunya kemudian dibunuh oleh pelaku , 
hukumannya berupa qishash karena membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah. 
4) Kandugan tidak gugur atau gugur setelah ibunya meninggal  
Apabila hal tesebut terjadi karena perbuatan pelaku janin 
keluar atau janin gugur, atau ibu yang meninggal sebelum janin 
keluar atau janin gugur setelah meninggalnya ibunya, hukuman 
yang bisa dilakukan terhadap pelaku yaitu ta’zir. Hal ini berlaku 
apabila tidak ada petunjuk yang pasti bahwa tindakan tersebut bukan 
tindak pidana 
5) Tindak pidana yang mengakibatkan luka pada ibu, menyakiti atau 
mengakibatkan kematian pada ibu.  
Apabila perbuatan pelaku tidak hanya menggugurkan 
kandungan melainkan menimbukan akibat pada ibu baik itu luka 
atau bahkan dapat berakibat ibu meninggal, maka hukuman yang 
bisa dilakukan untuk pelaku adalah disesuaikan dengan akibat yang 
terjadi, yaitu hukuman diyat untuk janin (ghurrah) juga diyat untuk 
ibu yaitu lima puluh ekor unta.jika  hal ini perbuatan pelaku 
mengakibatkan luka pada ibunya tetapi menggugurkan 
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kandungannya maka hukuman yang bisa dilakukan dengan ta’zir , 
sedangkan untuk janin adalah diyat janin (ghurrah). 
Dari  hukuman-hukuman yang telah disebutkan dari akibat lima 
macam tersebut, hukuman kaffarah juga bisa dibebankan kepada pelaku 
baik ibu maupun orang lain apabila kadungan gugur baik dalam keadaan 
hidup maupun meninggal.  
Selain dari hukuman-hukuman yang sudah dijelaskan diatas 
disebutkan juga bahwa bagi pelaku aborsi adalah denda,yaitu dengan 
membayar sahnya laki-laki atau perempuan yang dapat menggantikan 
keduanya sebagai diyat karena menghilangkan atau membunuh janin 
melalui tindakan kejahatan. 
Istilah gurrah apabila diartikan yaitu sebagai sejumlah pembayaran 
uang yang harus dibayarkan sebagai denda atas vonis pengadilan. Di zaman 
yang telah berkembang pesat ini termasuk juga adanya perkembangan 
hukum  yang membuat hukum lebih menghargai harkat dan martabat 
manusia. Misal tentang adanya hukuman bagi seseorang yang melakukan 
aborsi untuk membebaskan seorang budak, baik laki-laki maupun 
perempuan maka ketentuan ini dapat disetarakan dengan bentuk dan jenis 
lain karena sudah bukan masanya lagi perbudakan diterapkan lagi. 
Dari Uraian diatas Penulis menemukan bahwa sanksi Aborsi buatan atau disengaja 
yang akan dijelaskan di bawah ini 
 Dari Bentuk Sanksi 
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a. Pasal 299 dipidana penjara yatu paling lama 4 tahun  dan denda 
sebanyak-banyaknya 45.000,- 
b. Pasal 346 dipenjara selama-lamanya 4 tahun.   
c. Pasal 347 atas persetujuan ibu hamil dipenjara selama-lamanya 12 tahun 
dan menyebabkan mati ibu hamil dipenjara selama-lamanya 15 tahun 
d. Pasal 348  atas persetujuan ibu hamil dipenjara selama-lamanya 5,5 
tahun dan menyebabkan matinya ibu hamil dipenjara selama-lamanya 7 
tahun 
e. Pasal 349 (membantu dalam kejahatan pasal 346-348) diancam pidana 
sesuai pasal tersebut dan ditambah  sepertiganya dan dicabut izin 
kerjanya 
f. UU no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,Pasal 194, dipidana paling 
lama 10 Tahun dan denda paling banyak 1 miliar. 
Dari beberapa pasal tersebut bentuk sanksi dapat berupa: 
-sanksi tunggal,berupa sanksi pidana penjara  
-sanksi kumlatif berupa sanksi pidana penjara dan denda. 
 Dari sifat sanksi  
Didalam pasal diKUHP dan didalam UU Kesehatan ada ketentuan 
maksimal dan minimal Pemidanaan,  dalam pasal 299 maksimal kurungan 
4 tahun dan denda maksimal 45.000,- ,Pasal 346 maksimal penjara 4 Tahun, 
dalam pasal 347 maksimal kurungan 12 tahun (tanpa persetujuan ibu hamil) 
dan maksimal 15 tahun (jika menyebabkan mati), Pasal 348 maksimal 
penjara 5,5 tahun dan jika menyebabkan mati, maksimal pidana penjara 7 
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tahun, Pasal 349 ditambah sepertifanya dan dicabut izin kerja, Pasal 194 UU 
NO.36 Tahun 2009 tentang kesehatan maksimal kurungan 10 tahun dan 
denda maksimal 1 miliar. 
 
 Dari segi pelaku  
Dari beberapa pasal tentang aborsi pelaku yang dapat dikenakan sanksi 
adalah: 
a. Pasal 299: seseorang yang dengan sengaja mengobati, mengerjakan, 
menimbulkan pengharapan jika itu bisa menyebabkan kandungan 
b. Pasal 346 : Seorang ibu yang sengaja menggugurkan kandungannya 
c. Pasal 347: Seseorang yang sengaja melakukan tanpa perserujuan 
d. Pasal 348: Seseorang yang sengaja melakukan dengan izin dari seorang ibu 
hamil 
e. Pasal 349 : Seorang tabib,dukun beranak, tukang obat,dokter(tenaga 
kesehatan) 
f. UU NO 36 Tahun 2009 : Tenaga kesehatan 
 Aborsi yang tidak diPidana 
Aborsi yang tidk bisa di Pidana yaitu karena adanya indikasi medis atau 
karena kandungan itu nyawa seorang Ibu berada dalam bahaya, cara satu-
satunya adalah dengan menggugurkan kandungannya. 
 
Sedangkan didalam Hukum Pidana islam 
 Dari bentuk sanksi  
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Aborsi dilakukan janin berusia lebih dari 120 dikenai sanksi ghurrah yaitu 
membebaskan hamba sahaya jika tidak mampu yaitu diganti dengan  puasa 
kaffarah 
 Dari Sifat Sanksi  
Di dalam hukum pidana islam dasar hukumnya mengunakan Al-Quran 
dan sunnah pada hakikatnya semua telah ditentukan ketentuan-
ketentuannya , ada nash yang melarang perbuhatan itu, seperti aborsi yang 
diatur dalam Al-Isra 31-32. Al-Maidah 32. 
 Dari jenis sanksi 
Aborsi atau pengguguran kandungan didalam hukum pidana islam 
Termasuk dalam jarimah Ta’zir yang ancaman hukumannya berada dalam 
penguasa 
 Dari Segi Pelaku 
a. Seseorang Ibu yang melakukan atas Keinginan sendiri 
b. Dari pihak keluarga ataupun seseorang dari luar yang membantu 
c. Dari Bidan atau Tenaga Kesehatan 
 
 Aborsi yang tidak dipidana  
yaitu karena adanya indikasi medis atau karena kandungan itu 
nyawa seorang Ibu berada dalam bahaya, cara satu-satunya adalah 
dengan menggugurkan kandungannya 
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B.Studi Komparasi Tindak Pidana Aborsi Menurut KUHP dan 
Hukum Islam  
Indonesia merupakan negara yang beragama, mayoritas 
masyarakatnya adalah muslim. Nilai-nilai dan aturan keagamaan kerap 
untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam memandang sesuatu di 
Indonesia walaupun pasti ada perbedaan-perbedaan pandangan di dalam 
masyarakatnya. Untuk itu penulis akan membandingkan antara hukum 
pidana positif dan hukum Pidana Islam. Yang mana sudah disebutkan 
bahwa masyarakat mayoritas memeluk agama muslim. 
Membandingkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam 
bukanlah hal yang mudah, karena keduanya mempunyai konsep yang 
berbeda, namun dalam sisi lain terdapat pula persamaannya. Kesamaan 
hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam menetapkan tindak 
pidana dan hukumannya, yaitu dari segi tujuannya. Keduanya bertujuan 
ketentraman masyarakat. 
pengaturan hukum tentang aborsi di Indonesia terdapat 2 (dua) 
aturan hukum yang mengaturnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan Disahkannya Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan yang menggantikan undang-undang kesehatan sebelumnya yaitu 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-undang kesehatan 
tersebut dengan jelas melarang aborsi kecuali indikasi kedaruratan medis 
dan kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma pada korban, 
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yang juga ditetapkan tentang kehamilan yang boleh di aborsi dan di Kuhp 
mengatur tentang tindak pidana aborsi dalam pasal 299,346-349, sedangkan 
dalam islam juga mengharamkan apabila aborsi yang dilakukan terhadap 
kandungan yang usianya sudah lama, yang usianya sudah 120 hari,karena 
sudah diperkirakan bahwa janin sudah bernyawa. 
dalam hukum pidana Islam aborsi itu perbuatan yang diharamkan. 
Dalam Al-Quran Surat Al-Isra’ melarang membunuh anak-anakmu karena 
takut miskin dan dengan alasan apapun. Dan didalam hukum islam, 
tindakan aborsi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dengan kategori 
qis}a>s}. dan diyat, dan pidana islam dianggap sempurna jika sudah terjadi 
pemisahan janin dengan ibunya dengan perbuatan pelaku. 
Sedangkan dalam hukum pidana indonesia, aborsi atau pengguguran 
adalah keluarnya janin dalam rahim sebelum janin mampu hidup sendiri. 
Pengguguran itu dilakukan oleh pelaku aborsi baik ibu yang mengandung, 
dokter, bidan, dan juru obat atau dukun serta orang yang membantu dalam 
tahap aborsi dan ketentuannya itu diancam dengan hukuman maksimal 4 
(empat) tahun penjara yang tertuang dalam KUHP pasal 299 dan pasal 346. 
Selain itu proses aborsi terdapat dalam pasal 347 yang diancam dengan 
hukuman maksimal 12 tahun penjara , apabila wanita tersebut meninggal 
akibat aborsi hukuman diperberat menjadi 15 tahun penjara dan dalam pasal 
348 ayat (1) diancam dengan 15 tahun 6 bulan dan untuk ayat (2) apabila 
pelaksaannya atas persetujuan wanita yang tengah mengandung. Dan 
apabila untuk juru obat atau dokter dan bidan ikut membantu hukumannya 
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terdapat dalam pasal 346-348 ditambah 1/3nya bahkan pencabutan hak 
kerjanya (pasal 349) 
Hukuman yang diberikan oleh hukum pidana positif mempunyai 
porsinya adanya batas minimum dan maksimum sesuai dengan kejahatan 
yang dilakukannya yaitu berupa hukuman denda atau kurungan penjara. 
sedangkan dalam hukum pidana Islam aborsi diharamkan dengan alasan 
apapun tidak ada pengecualian. Karena Allah SWT yang dapat mengambil 
jiwa-jiwa yang Dia kehendaki. Dalam hukumannya tidak mempunyai batas 
minimum atau maksimum. Hukuman yang diberikan menekankan 
pertanggungjawaban pelaku kepada Allah SWT. Khusus untuk kejahatan 
aborsi hukuman yang diberikan berupa hukuman denda. 
 Hukum islam membagi kriteria pelaku menjadi tiga pokok, yaitu: 
1. Apabila air mani sudah masuk dalam rahim dan bertemu degan ovum, 
yang akan menjadikan proses pembuahan dan bertemu dengan ovum, 
yang akan menjadikan proses pembuahan dan sudah siap untuk 
menerima kehidupan, maka apabila hal tersebut akan dirusak atau 
digugurkannya kandungan tersebut, maka hal itu sudah dianggap 
berdosa. 
2. Apabila merusak janin dalam rahim yang dalam proses 
perkembangannya sudah menjadikan segumpal darah ,maka hal tersebut 
sudah dianggap berdosa dan hukumannya lebih besar. 
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3. Apabila mengugurkan janin dalam rahim,dimana prosesnya telah 
terbentuk manusia dan telah ditiupkan nyawa pada janin tersebut, maka 
proses hukumannya lebih berat dari dosa yang pertama dan kedua. 
Sedangkan dalam KUHP memberikan kategori pelaku yang bisa 
dianggap melanggar hukumannya dibagi menjadi empat kriteria, yaitu: 
1. Apabila wanita tersebut melakukannya sendirian, maka dapat diproses 
dengan pasal 346 
2. Apabila yang melakukan tanpa persetujuan wanita yang tengah 
mengandung tersebut, maka dapat diproses hukuman dengan pasal 347 
3. Apabila dalam melakukannya dengan persetujuan dari wanita yang tengah 
mengandung, maka hal tersebut dapat diproses hukum dengan pasal 348 
4. Apabila bagi orang tertentu maka diberikan hukuman dan diperberat 
pidananya dan mendapat pidana tambahan, maka hal tersebut dapat diproses 
hukum dengan pasal 349. 
Dengan  demikian, hal tersebut kriteria aborsi dalam hukum pidana 
islam adalah saat terjadinya proses pembuahan ovum dan sperma dalam 
rahim, sedangkan dalam KUHP sendiri memberikan pengertian beragam 
dan bervariasi yang dapat disesuaikan dengan seberapa jauh keterlibatan 
seseorang dalam melaksanakan aborsi tersebut. 
Berdasarkan pembahasan tersebut ada persamaan yang ada,yaitu 
bahwa kedua hukum tersebut melarang dan tidak memperbolehkan abori, 
karena pada dasarnya aborsi merupakan pembunuhan terhadap janin sejak 
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terjadinya pembuahan dan janin tersebut mempunyai hak untuk hidup.maka 
dari hal tersebut mempunyai hak untuk hidup. Maka dari hal tersebut bisa 
diambil kesimpulan bahwa kedua hukum pada dasarnya tidak mengizinkan 
tindakan aborsi. Dan sedangkan Perbedaan hukum pidana islam dan hukum 
pidana indonesia diketahui bahwa adanya suatu kehamilan yang tidak 
diinginkan maka seorang melakukan aborsi yang menurutnya merupakan 
suatu beban yang sedang dialaminya. Padahal islam sudah jelas melarang 
aborsi tanpa sebab pasti, tak terkecuali dengan hukum pidana indonesia. 
Disini bisa dilihat dari hal meletakkan suatu hukumannya, dalam hukum 
pidana islam hukumannya berupa diyat janin yaitu gurrah, akan tetapi hal 
ini bisa digantikan dengan alternative lain yang sama kadarnya, yaitu berupa 
uang,emas,perak, dan di sesuaikan dengan perkembangan zaman sebagai 
denda atas tindakan yaang telah dilakukannya. Sedangkan dalam hukum 
pidana indonesia ancaman hukumnya adalah dimasukkan penjara 4(empat) 
tahun bahkan bisa lebih lama lagi sampai dengan 15 (tahun) tahun penjara 
hal tersebut jika mengakibatkan ibu yang tengah mengandungnya 
meninggal, bahkan hal tersebut bisa ditambah hukumannya yaitu 1/3nya 
hukuman yang telah diberikannya, dan bagi seorang dokter, bidan ataupun 
yang membantu melakukan aborsi maka bisa di cabut hak pekerjaannya.  
Jadi dapat simpulkan perbandingan dari segi bentuk sanksi didalam 
Hukum Pidana Indonesia dan didalam Hukum Pidana Islam mempunyai 
perbedaan yaitu mempunyai minimal dan maksimal didalam Hukum islam 
terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang Aborsi yaitu pasal 299,346-349 
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dan UU no 36 Tahun 2009 yang mempunyai ancaman penjara dan denda 
sedangkan didalam Hukum Pidana Islam Ancaman hukumnya berupa 
pembebasan Hamba Sahaya yaitu membebaskan budak apabila tidak bisa 
bisa diganti dengan berpuasa Kaffarah. 
Dari segi sifat mmepunyai kesamaan yaitu Tegas dan mengikat 
didalam Hukum Pidana Islam sudah ada nash yang mengatur tentang 
perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan didalam Hukum Pidana Indonesia 
diatur dalam KUHP dan UU kesehatan 
Dari segi Jenis, Hukum Pidana Islam ,aborsi termasuk dalam 
jarimah ta’zir yang ketentuan hukumannya sudah ditentukan oleh penguasa, 
Dari segi pelaku, ada persamaan yaitu dari Ibu sendiri, dari orang 
lain atau keluarga dan tenaga medis 
Sedangkan dari Aborsi yang tidak bisa diPidana  yaitu mempunyai 
persamaan yaitu indikasi medis adalah salah satu alasan diperbolehkan 
melakukan Aborsi. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN  
 
Berdasarkan uraian diatas dalam  mengenai masalah aborsi yang dilihat 
dari hukum pidana indonesia dan hukum pidana islam , maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. dilihat dari segi hukum pidana indonesia ,aborsi itu dikategorikan 
sebagai tindak pidana dengan mengacu Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, maka dari itu didalam Hukum Pidana Indonesia 
tidak memperbolehkan melakukan pengguguran janin karena 
manusia mempunyai hak untuk untuk hidup tapi dilihat  di dalam  
pidana khusus (Lex Specialis) yaitu Undang-undang kesehatan 
No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan. sanksi ancaman pidana dalam 
Hukum Pidana Indonsia terdapat di KUHP dan UU kesehatan. 
Didalam KUHP Pasal 346 yaitu pidana penjara paling lama empat 
tahun. Sedangkan dalam hukum  Islam dikenakan hukuman ghurrah 
apabila tidak mampu membayar ghurrah dapat diganti dengan 
kaffarah dan didalam UU Kesehatan No.36 tahun 2009 sanksi 
pidana bagi pelaku aborsi dikenai pidana penjara paling lama 10  
tahun dan denda paling banyak 1 miliar.. 
2. Perbandingan antara sanksi Aborsi didalam Hukum Pidana 
Indonesia dan didalam Hukum Pidana Islam adalah didalam Hukum 
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Pidana Indonesia memiliki batas maksimum dan minimum seperti 
pidana penjara Aborsi didalam UU Kesehatan yang dipidana paling 
lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 mikiar sedang didalam 
Pukum Pidana Islam tidak mengenal batas maksimum dan 
maksimum pelaku di kenai hukuman ta’zir dan dikenakan ghurrah 
apabila tidak bisa bisa membayar dikenakan kaffarah. 
B. SARAN   
Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran, 
sebagai berikut :  
1. Perlu adanya kerjasama yang baik antara penegak hukum yakni pihak 
kepolisian, kejaksaan, para hakim dan tokoh agama Islam untuk 
menindaklanjuti kasus aborsi ini tidak melihat siapa pelakunya tersebut 
harus tetap dihukum apabila ia melakukan kejahatan . 
2. Pemerintah perlu mensosialisasikan dan memberikan masukan kepada 
masyarakat terutama bagi para wanita akan bahaya melakukan aborsi 
yang tidak sesuai dengan standar kesehatan  
3. Mempertegas peraturan-peraturannya agar tidak disalahgunakan pihak 
tertentu, dan mempertegas sanksi atas penyalahgunaan tindak aborsi 
tersebut. 
 
 
 
 
89 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, PT Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2004 
Bakri,H M K, hukum pidana dalam islam,semarang:ramadhan sala 
Maria ulfah anshor,”fikih aborsi,wacana penguatan Hak Reproduksi perempuan”, 
jakarta: kompas,2006. 
M  ikhsanudin, ”jika ulama mengkaji aborsi (Antara Muhammadiyah dan Nu)”, 
Yogyakarta,2005. 
Nurul irfani,M.,Haji,Gratifikasi dan kriminalitas seksual dalam hukum pidana 
islam,Cet 1, jakarta:amzah,2014. 
Nasarudin Umar, “Aborsi Dalam Perspektif Islam”, dalam Maria Ulfah Anshor, 
Fikh Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, 
Jakarta,Kompas, 2006. 
Paulinus Soge,Hukum Aborsi;Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap 
Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia,Yogyakarta,Atma Jaya 
Yogyakarta,2014 
R.Soesilo,kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Politea,bogor,1991 
Soerjono,soekanto,Pengantar Penelitian hukum,UI Press,Jakarta,1986  
Sunarto RM,Hukum Pidana Materiil,Unsur-unsur Obyektif sebagai dasar 
Dakwaan,Cet 1,jakarta:Sinar Grafika 
 
90 
 
 
 
Zainudin Ali,Hukum pidana islam,Cet.2,Jakarta:Sinar Grafika,2009 
 
https://www.aborsi.org/statistik.htm  
Abdul Malik Ghozali, “Aborsi antara Hukum dan Dilema Perempuan”, Jurnal 
Pengembangan Masyarakat Islam,Lampung: Lembaga Pengabdian Kepada 
Masyarakat (LPM) IAIN Raden Intan Bandar Lampung, Vol. 28/No. 1-2, 
2010. 
Irma Riyani, “Menimbang Kembali Hukum Aborsi Pada Kasus Kehamilan Akibat 
Perkosaan”,Jurnal Studi Agama dan Masyarakat,Palangka Raya: STAIN 
Palangka Raya, Vol. 2/No. 2, 2005 
Nur Fatimah, “Aborsi terhadap Janin Cacat” Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan 
Syariah IAIN Surakarta, Surakarta 2001 
Zaeni Asyhadie, “Aborsi Akibat Pemerkosaan ditinjau dari Hukum Islam ,KUHP, 
dan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan”,2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91 
 
 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
  
1. Nama  :  Dian Sofiayu Nisaa 
2. NIM  : 152131032 
3. Tempat, tanggal lahir : 26 Juni 1997 
4. Jenis Kelamin  : Perempuan 
5. Alamat  : Dukuh, Wunut, Tulung, Klaten 
6. Nama Ayah  : Sumardi 
7. Nama Ibu  : S.Fatimah 
8. Riwayat Sekolah   
a. SDN WUNUT 2008 
b. SMP N 2 POLANHARJO 2012 
c. SMA N 1 POLANHARJO 2015 
d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2019 
 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 
 
Surakarta, 22 Juni 2019 
Penulis 
 
 
 
Dian Sofiayu Nisaa   
 
